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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-

Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023 dapat diselesaikan 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Perubahan Renstra Kota Tangerang Tahun 2019–2023 disusun 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008, dan perpedoman kepada RPJPD Kota Tangerang 

Tahun 2005 – 2025 dan Perubahan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019 – 

2023 yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk 

membuat dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Tangerang. 

Untuk mewujudkan Perubahan Renstra ini dapat berjalan dengan 

baik, maka perlu adanya koordinasi dan dukungan dari berbagai instansi 

terkait dan stakeholder lainnya sehingga apa yang direncanakan dapat 

dilaksanakan dan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

Kota Tangerang. 

Akhir kata, semoga Perubahan Renstra yang merupakan pedoman 

atau acuan dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dan hasilnya 

sesuai dengan harapan. 

Tangerang,                           2021 

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN 
KOTA TANGERANG 

 

 
 

Dr. Ir. H. MOH. RAKHMANSYAH, M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19620910 198603 1 013 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 
 

 

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa 

depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang 

tersedia. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang demokratis, 

desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan 

masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan 

dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur 

penilaian pertanggungjawaban kinerja Satuan Kerja Pemerintahan Daerah 

(SKPD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan. 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja 

Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). 

Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) 

tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijkan, program 

dan kegiatan yang akan akan dilaksanakan dan dicapai selama 5 (lima) 

tahun ke depan. 

Penyusunan Renstra Dinas K etenagakerjaan Tahun 2019-2023 

mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
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2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah Pasal 89 ayat (1) bahwa “SKPD menyusun 

Renstra SKPD”. 

Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak 

terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan  

rancangan awal RPJMD. 

Penyajian rancangan Renstra SKPD dengan sistematika  

pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan 

kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja,  kelompok  

sasaran dan pendanaan indikatif; indikator kinerja SKPD yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran RPJMD, dan penutup. 

Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat 

edaran kepala daerah. Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, 

dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas 

bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam 

forum SKPD. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk 

memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran 

program dan kegiatan pelayanan SKPD. 

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan 

penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD 

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan 

rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta 

menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 
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pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang 

ditetapkan dalam RPJMD. 

Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepada Kepala Bappeda 

untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan kepala daerah. Dan 

berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, 

kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di 

lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. 

Renstra Dinas Ketenagakerjaan disusun sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Ketenagakerjaan serta berpedoman kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 

2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Tangerang Tahun 2019-2023 serta Rencana Kerja Pemerintah daerah 

(RKPD). 

Tahapan penyusunan Renstra SKPD hingga penetapan Renstra dapat 

digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1. 
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Dengan tersusunnya Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019- 

2023 diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan 

pembangunan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. 

 
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023  disusun 

dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kota Tangerang Tahun 

2019 – 2023. Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 

Tahun 2019 – 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Tangerang 

Tahun 2019 – 2023. Kondisi ini disebabkan telah terjadinya berbagai faktor 

baik dari aspek regulasi maupun kondisi sosial ekonomi terkini sebagai 

dampak dari Pandemi Covid-19 yang turut mendorong perlunya 

penyesuaian sebagaimana yang telah direncanakan dalam RPJMD. 

 

Faktor-faktor yang turut mendorong perlunya perubahan RPJMD 

Kota Tangerang Tahun 2019-2023 :  

(a) Aspek Sosiologis :  

Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan resesi 

ekonomi yang berdampak multi dimensi ke seluruh aspek kehidupan, 

menurunnya kapasitas keuangan daerah dan tuntutan untuk 

beradaptasi kebiasaan baru (AKB) 

(b) Aspek Yuridis :  

Pemberlakukan regulasi peraturan perundangan-undangan terkait 

pembangunan : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanan dan Keuangan 

Daerah. 

 

Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak Tahun 2020 sampai dengan 

sekarang mengakibatkan krisis kesehatan dan resesi ekonomi yang 

berdampak multi dimensi ke seluruh aspek kehidupan serta menurunnya 

kapasitas keuangan daerah. Kondisi ini tercermin pada capaian indikataor 
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makro pembangunan daerah dan keuangan daerah Tahun 2020, yaitu 

sebagai berikut : 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan dari 78,43 

point pada Tahun 2019 menjadi 78,25 point pada Tahun 2020 (menurun 

-0,18 point) (Dipicu oleh penurunan Daya Beli Masyarakat dari Rp. 

14,86 juta/perkapita/tahun pada Tahun 2019 menjadi Rp. 14,48 

juta/perkapita/tahun pada Tahun 2020). 

 Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mengalami kontraksi dari 4,05% pada 

Tahun 2019 menjadi -6,92% pada Tahun 2020 (menurun -10,97 point). 

 Tingkat Kemisikinan (Persentase Penduduk Miskin) mengalami 

peningkatan dari 4,33% pada Tahun 2019 menjadi 5,22% pada Tahun 

2020 (meningkat 0,79 point). 

 Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka) mengalami peningkatan 

dari 7,13% pada Tahun 2019 menjadi 8,63% pada Tahun 2020 

(meningkat 1,50 point). 

 Indeks Gini (Indeks Ketimpangan Ekonomi) mengalami peningkatan dari 

0,320 point pada Tahun 2019 menjadi 0,339 point pada Tahun 2020 

(meningkat 0,02 point). 

 Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari Rp. 4,27 Triliun pada 

Tahun 2019 menjadi Rp. 3,64 Triliun pada Tahun 2020 (menurun - 

14,17%). 

 Belanja Daerah mengalami penurunan dari Rp. 4,37 Triliun pada Tahun 

2019 menjadi Rp. 3,51 Triliun pada Tahun 2020 (menurun -19,66%). 

 Pembiayaan Daerah mengalami penurunan dari Rp. 545,63 Miliar pada 

Tahun 2019 menjadi Rp. 452,20 Miliar pada Tahun 2020 (menurun - 

17,12%). 

Berpijak pada kondisi tersebut serta menidaklanjuti hasil evaluasi 

pelaksanaan RPJMD selama 2 tahun (Tahun 2019 s.d 2020), maka 

diperlukan perubahan RPJMD.  

Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 

2019 – 2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan 
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Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2022, Renja Tahun 

2022 dan Renja Tahun 2023. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Tangerang Tahun 2019-2023, dilandasi oleh beberapa peraturan 

perundangan yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan 

prosedur tentang Renstra SKPD, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3518). 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau 

Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6516). 

 
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang  Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 

2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7); 

13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 

2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Tahun 201 Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD 

Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Tahun 2019 Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 

2019 Nomor 8); 

17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019 tentang 
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Perubahan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Ketenagakerjaan. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Tangerang Tahun 2019-2023 adalah sebagai dokumen yang digunakan 

sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan 

seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya di bidang 

ketenagakerjaan sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 

Ketenagakerjaan setiap tahun dalam kurun waktu 2019-2023 terlaksana 

secara optimal. 

Sedangkan tujuannya adalah : 

 
a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas 

Ketenagakerjaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Tangerang; 

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota tangerang dalam penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2019-2023; 

c. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan baik tahunan maupun 

lima tahunan pada periode 2019-2023. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Substansi Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Tangerang Tahun 2019-2023 dalam dokumen ini disajikan dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB  I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, 

fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, 

keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dan dengan 

Renja SKPD. 

1.2 Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan 

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas 

dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang 

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran SKPD. 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renstra SKPD. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra 

SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. 

 

BAB  II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara 

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- 

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan 

Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian 

program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui 

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas 
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hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai 

perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 

2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum 

pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian 

tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala 

SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan 

untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata 

laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 

 
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya 

yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, 

dan unit usaha yang masih operasional. 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD 

berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode 

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau 

indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator 

lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi 

oleh pemerintah. 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra 

K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan 

Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), dan 

peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima 

tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam 

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan 
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arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 

BAB  III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan SKPD 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan 

pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil 

kepala daerah Terpilih 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD 

yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah 

dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan 

identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa 

saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan 

SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi 

kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-

faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan 

perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

 
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor 

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari 

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah 

Renstra K/L ataupun Renstra SKPD 

provinsi/kabupaten/kota. 

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari 
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pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD 

provinsi/kabupaten/kota; 

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu 

strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. 

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi 

tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui 

Renstra SKPD tahun rencana. 

BAB  IV TUJUAN DAN SASARAN 

 
4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan 

dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. 

BAB  V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan 

arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN  

PERANGKAT DAERAH 

 
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang. Susunan 

organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berdasarkan Pasal 3 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretaris, yang membawahkan: 

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Perencanaan. 

c. Bidang Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang 

membawahkan: 

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 

2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri; 

3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja. 

d. Bidang Hubungan  Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 

yang membawahkan: 

1. Seksi Persyaratan Kerja; 

2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

e. Bidang Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas, yang 

membawahkan: 

1. Seksi Kelembagaan Pelatihan; 

2. Seksi Pelatihan Kerja; 

3. Seksi Serfikasi Kompetensi dan Produktivitas. 



Perubahan Rencana Strategis  

Dinas Ketenagakerjaan  2019-2023  

16  

f. UPT 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 

Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Dinas  Ketenagakerjaan mempunyai tugas 

pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan 

yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota 

sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas 

Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : 

1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang 

ketenagakerjaan; 

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang ketenagakerjaan; 

3. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang ketenagakerjaan; 

4. pengelolaan UPT; 

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya; 

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan. 

 
Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi (unit kerja) pada 

Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut : 

A. Sekretariat 
 

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di 

bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 
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Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat 

mempunyai fungsi : 

1. penatausahaan urusan umum; 

2. penatausahaan urusan keuangan; 

3. penatausahaan urusan kepegawaian; dan 

4. pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas dan; 

5. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT di 

lingkungan Dinas. 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan 

kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah: 

1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 

2. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas; 

3. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, 

kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas; 

4. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

7. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan 

fungsional di lingkungan Dinas; 

8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas; 
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9. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah 

yang dalam penguasaan Organisasi Perangkat Daerah; 

10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; dan 

11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan. 

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah: 

1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian 

Keuangan; 

2. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas; 

3. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku; 

4. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku; 

5. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; 

7. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian 

Keuangan; dan 

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
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Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, 

dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut: 

a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan; 

b. melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas; 

meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); 

Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), 

dan Perjanjian Kinerja (PK); 

c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan 

RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas; 

d. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas 

berdasarkan usulan unit- unit kerja dan hasil pembahasan internal 

Dinas; 

e. Melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan 

Dinas; 

f. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan; 

g. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dan melaksanakan 

Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Perencanaan Tenaga Kerja 

Mikro serta Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan; 

h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan data dan informasi 

ketenagakerjaan serta pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Makro 

dan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro serta Pengukuran Indeks 

Pembangunan Ketenagakerjaan; 

i. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap 

realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; 

j. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas 

dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan kedinasan 

lainnya; 
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k. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan; dan 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya 
 

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

B. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam 

lingkup pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan 

kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

mempunyai fungsi: 

1. penyelenggaraan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi 

pasar kerja;  

2. penyelenggaraan pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan 

pemberi kerja;  

3. penyelenggaraan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan 

dalam pelayanan antar kerja;  

4. penyelenggaraan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga 

Penempatan Tenaga Kerja Swasta;  

5. penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;  

6. penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan 

mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;  

7. pengoordinasian pendaftaran,perekrutan dan seleksi calon TKI; 

8. penyelenggaraan pembinaan keberadaan tenaga kerja asing di 

Daerah;  

9. pengoordinasian penyelenggaraan Tenaga Kerja Luar Negeri pra dan 

purna penempatan; dan  

10. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. 
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Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

 

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Bidang Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja yang berkenaan dengan penempatan tenaga kerja. 

Uraian tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja adalah: 

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga 

Kerja berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan 

penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran 

Dinas; 

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penempatan 

tenaga Kerja; 

3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi 

penempatan tenaga kerja; 

4. melakukan penyiapan sarana dan prasarana pemberian informasi 

pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan 

kerja; 

5. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaIuasi terhadap 

keberadaan Tenaga Kerja Asing; 

6. melakukan fasilitasi dalam rangka penempatan tenaga kerja bagi 

penyandang cacat, lansia, dan perempuan; 

7. melakukan pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga 

kerja swasta; 

8. melakukan koordinasi sarana dan prasarana pemberian izin 

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; 

9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
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kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan 

10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala  Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. 

 

Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja yang berkenaan dengan perlindungan 

tenaga kerja luar negeri. Uraian tugas Seksi Perlindungan Tenaga Kerja 

Luar Negeri adalah : 

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan 

Tenaga Kerja Luar Negeri berdasarkan tugas, permasalahan dan 

regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta  

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas; 

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Perlindungan 

tenaga kerja luar negeri; 

3. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesempatan 

perlindungan tenaga Kerja luar negeri; 

4. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyuluhan, 

fasilitasi, pengendalian, dan monitoring dan perlindungan tenaga 

kerja luar negeri; 

5. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi 

Perlindungan Tenaga Kerja luar negeri; 

6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan 

informasi, syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada 

masyarakat; 
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7. melakukan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan 

kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri; 

8. melakukan penyiapan sarana dan prasarana  pelayanan 

kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri; 

9. melakukan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan 

kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri; 

10. melakukan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan 

penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan; 

11. melakukan koordinasi, penyiapan, pemberangkatan, penempatan, 

perlindungan, dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sesuai 

peraturan perundang- undangan yang berlaku; 

12. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pemberdayaan TKI Purna 

13. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi 

14. Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri ; dan 

15. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya, 

16. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja. 

 

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja yang berkenaan dengan Perluasan 

Kesempatan Kerja. 

Uraian tugas Seksi Perluasan Kesempatan Kerja adalah: 

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perluasan 

Kesempatan Kerja berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi 

sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja 

dan Anggaran Dinas; 

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, 
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pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perluasan 

kesempatan kesempatan kerja; 

3. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perluasan 

kesempatan kerja; 

4. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyuluhan, 

fasilitasi, pengendalian, dan monitoring perluasan kesempatan kerja; 

5. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi 

Perluasan Kesempatan Kerja; 

6. melakukan penguatan kapasitas wirausaha pemula (start-up) yang 

mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; 

7. melakukan peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi 

melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

8. melakukan pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber 

daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar (market), informasi 

dan teknologi; 

9. melakukan penyusunan usulan dan sosialisasi program 

kewirausahaan melalui sistem padat karya, penerapan teknologi 

tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, pendampingan 

dan kerjasama antar lembaga, serta pemberdayaan tenaga kerja 

mandiri dan /atau pola lain yang mendorong terciptanya perluasan 

kesempatan kerja; 

10. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam menciptakan 

lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan 

pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja di dalam 

hubungan kerja; 

11. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam menciptakan 

lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan 

pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja di luar 
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hubungan kerja; 

12. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan 

13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. 

 
C. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam 

lingkup pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga 

kerja.  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai 

fungsi: 

1. penyelenggaraan peryaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial 

tenaga kerja; 

2. penyelenggaraan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga 

Kerja Sama Bipartit di perusahaan; fasilitasi pembentukan dan 

pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit; 

3. penyelenggaraan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial; 

4. penyelenggaraan pengusulan rancangan penetapan Upah Minimum 

Kota dan Upah Minimum Sektoral ; 

5. penyelenggaraan pengesahan Peraturan Perusahaan dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama; 

6. penyelenggaraan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di 

perusahaan; 

7. penyelenggaraan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi/mediasi 
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terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan syarat-syarat kerja.  

7a. melakukan pendaftaran alur proses, pendaftaran pemborongan 

pekerjaan, pendaftaran penyedia jasa pekerja/buruh; dan  

8. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan. 

 

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

 

Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja yang berkenaan dengan Persyaratan Kerja. 

Uraian Tugas Seksi Persyaratan Kerja adalah: 

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Persyaratan Kerja 

tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan 

Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas; 

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan persyaratan 

kerja; 

3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan persyaratan 

kerja; 

4. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan 

penyuluhan peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama; 

5. melakukan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi, dan konsultasi 

dalam pembuatan /pengembangan perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan dan perjanjian kerja bersama; 

6. melakukan pendaftaran perjanjian kerja, pengesahan peraturan 

perusahaan, dan pendaftaran perjanjian kerja bersama; 

7. melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan mengenai 

hubungan kerja kepada para pekerja dan pengusaha; 



Perubahan Rencana Strategis  

Dinas Ketenagakerjaan  2019-2023  

27  

8. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi peraturan 

perundang- undangan mengenai organisasi pekerja/buruh dan 

organisasi pengusaha; 

9. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

pembinaan kepada organisasi pekerja/buruh dan organisasi 

pengusaha; 

10. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

pembinaan lembaga kerja sama bipartit; 

11. melakukan pendataan dan pencatatan organisasi pekerja/buruh, 

organisasi pengusaha, serta verifikasi serikat pekerja/serikat buruh; 

12. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Persayaratan Kerja; dan 

13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Seksi Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

 
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berkenaan dengan 

pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja. Uraian tugas Seksi 

Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah : 

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan tugas, permasalahan dan 

regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana 

Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas; 

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengupahan 

dan jaminan sosial tenaga kerja; 

3. melakukan penyusunan konsep dan sosialisasi kebijakan, pedoman 
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dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengupahan dan jaminan 

sosial tenaga kerja ; 

4. melakukan penyiapan data dalam rangka membantu dan 

memperlancar pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kota; 

5. melakukan fasilitasi, pengumpulan data perusahaan, penyiapan 

bahan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Kota dan Sektoral; 

6. melakukan pemberian bimbingan teknis dalam aplikasi pengupahan; 

7. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

pembinaan lembaga kerja sama tripartit; 

8. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi 

ketentuan/peraturan perundang-undangan mengenai pengupahan; 

9. melakukan pembinaan dan upaya-upaya dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja/pekerja; 

10. melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi/mediasi terhadap 

peningkatan kualitas penyelenggaraan program kesejahteraan 

pekerja pada perusahaan- perusahaan di Daerah; 

11. melakukan pembinaan, analisis dan evaluasi terhadap peningkatan  

kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja dalam dan luar hubungan 

kerja; 

12. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan 

13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. 

 

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berkenaan dengan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
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Uraian tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

adalah: 

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan tugas, permasalahan 

dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta 

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas; 

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan 

perselisihan hubungan industrial; 

3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penanganan 

dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

4. melakukan deteksi dini terhadap potensi perselisihan hubungan 

industrial di perusahaan 

5. melakukan pemberian bimbingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan 

perundingan antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh dengan Pengusaha dalam rangka mengupayakan dan mencari 

jalan penyelesaian atas terjadinya perselisihan hubungan industrial 

secara bipartit; 

6. melakukan pemberian fasilitasi dalam pembentukan forum 

komunikasi pemberdayaan hubungan industrial; 

7. melakukan kegiatan penyuluhan mengenai peranan para pelaku 

industri/produksi dalam pemberdayaan hubungan industrial; 

8. melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalui mediasi; 

9. melakukan penanganan mogok kerja dan penutupan perusahaan 

serta mengupayakan langkah-langkah pengakhiran pemogokan atau 

unjuk rasa ,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

10. melakukan pemberian jasa konsultasi dan penyuluhan mengenai 

masalah perselisihan hubungan industrial. 
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D. Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas 

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Pelatihan 

kerja dan Peningkatan Produktivitas.  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang 

Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi: 

1. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK); 

2. penyelenggaraan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja 

yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

3. penyelenggaraan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia lembaga pelatihan kerja swasta; 

4. penyelenggaraan koordinasi pemberian izin kepada lembaga 

pelatihan kerja swasta; 

5. penyelenggaraan koordinasi/pemberian tanda dafta Lembaga 

pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan di perusahaan; 

6. penyelenggaraan koordinasi/pemberian konsultasi produktivitas 

kepada perusahaan kecil; 

7. penyelenggaraan koordinasi pengukuran dan analisis produktivitas 

tingkat kota; 

7a.   penyelenggaraan  pemagangan  di  dalam  negeri   terhadap  lembaga  

        pelatihan kerja; 

8. penyelenggaraan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas; dan 

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

 

Seksi Kelembagaan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelatihan Kerja dan dan Peningkatan 
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Produktvitas yang berkenaan dengan Kelembagaan Pelatihan. 

Uraian tugas Seksi Kelembagaan Pelatihan adalah: 

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan 

Pelatihan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai 

bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran 

Dinas; 

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kelembagaan 

pelatihan; 

3. melakukan perencanaan, penyusunan konsep dan sosialisasi 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 

kelembagaan pelatihan; 

4. melakukan penyusunan konsep dan sosialisasi kebijakan, pedoman 

dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kelembagaan pelatihan; 

5. melakukan analisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya 

manusia lembaga pelatihan kerja swasta; 

6. melakukan rancangan kesiapan materi pelatihan kerja; 

7. melakukan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja 

swasta; 

8. melakukan pengumpulan bahan verifikasi informasi regulasi bidang 

pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan 

kerja swasta; 

9. melakukan verifikasi kepada lembaga pelatihan kerja swasta dalam 

rangka penerbitan ijin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS); 

10. melakukan penentuan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan 

kerja; 

11. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Kelembagaan Pelatihan; dan 

12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Seksi Kelembagaan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas. 

 

Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi Bidang Pelatihan kerja dan peningkatan Produktivitas 

yang berkenaan dengan pelatihan kerja. 

Uraian tugas Seksi Pelatihan Kerja: 

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelatihan Kerja 

berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan 

penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran 

Dinas; 

2. melakukan dan merencanakan penyiapan pelaksanaan analisis 

kebutuhan pelatihan; 

3. melakukan dan merencanakan penyiapan program pelatihan kerja ; 

4. melakukan dan merencanakan penyiapan sarana dan prasarana; 

5. melakukan dan merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga 

pelatihan; 

6. melakukan pembuatan konsep pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pelatihan kerja; 

7. melakukan koordinasi penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri 

terhadap lembaga pelatihan kerja; 

8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan seksi penyelenggaraan pelatihan kerja dan konsultasi 

produktivitas; dan 

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

Seksi Pelatihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan kerja 

dan peningkatan produktivitas. 
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Seksi Sertifikasi Kompetensi Dan Produktivitas mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelatihan kerja dan 

peningkatan Produktivitas yang berkenaan dengan sertifikasi kompetensi 

dan produktivitas 

Uraian tugas Seksi Sertifikasi Kompetensi Dan Produktivitas adalah: 

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi sertifikasi 

kompetensi dan analisis produktivas berdasarkan tugas, 

permasalahan dan regulasi, sebagai bahan penyusunan Rencana 

Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas; 

2. melakukan pengadministrasian dan/atau penyiapan bahan 

penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang 

berkaitan dengan Seksi sertifikasi kompetensi dan analisa 

produktivitas; 

3. melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan sertifikasi bagi 

peserta pelatihan tenaga kerja; 

4. melakukan kegiatan fasilitasi sertifikasi untuk peserta pelatihan dan 

tenaga kerja sesuai kebutuhan; 

5. melakukan perumusan penyelenggaraan fasilitasi asesmen terkait 

calon peserta, assessor, tempat untuk kerja, sarana dan prasarana, 

materi uji, pembiayaan, dan standar kompetensi kerja nasional yang 

digunakan bersama Lembaga Sertifikat Profesi untuk penerbitan 

sertifikat kompetensi; 

6. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan assesmen; 

7. melakukan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan sertifikasi 

bagi peserta pelatihan dan tenaga kerja; 

8. melakukan penyiapan promosi peningkatan produktivitas; 

 8a.  melakuan penyiapan sumber daya manusia bidang konsultasi 

produktivitas dan bidang pengukuran produktivitas;  

 8b.  melakukan pemantauan peningkatan produktivitas;  
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 8c.  melakukan penyiapan data dan metode pengukuran produktivitas;  

 8d.  melakukan perencanaan pemantuan tingkat produktivitas;  

9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi sertifikasi kompetensi dan produktivitas; 

10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Seksi Sertifikasi Kompetensi dan produktivitas dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas. 

E. Kelompok Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan 

Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan 

Fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis-jenis jabatan fungsional 

yang berada pada Dinas meliputi: 

1. Mediator; 

2. Instruktur Latihan Kerja; 

3. Pengantar Kerja; 

4. Pranata Komputer Ahli; 

5. Pranata Komputer Terampil; 

6. Analis Kepegawaian. 

Pemegang Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam 

pelaksanaan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan. Jumlah pegawai Dinas 

Ketenagakerjaan per Maret 2021 adalah sebanyak 102 orang termasuk 

pegawai Tenaga Harian Lepas. Berikut ini disajikan data kepegawaian Dinas 

Ketenagakerjaan : 

 

Tabel 2.1 
Komposisi Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 

Berdasarkan Golongan 
 

No Pangkat / Golongan   Total 

1 Golongan IV 4 

2 Golongan III 35 

3 Golongan II 4 

4 Golongan I 1 

Total 44 

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 

 

Tabel 2.2 

Komposisi Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang  
Jabatan Fungsional Tertentu 

 

No Jabatan Fungsional Tertentu Total 

1 Jabatan Fungsional Pengantar 
Kerja 

1 

2 Jabatan Fungsional Mediator 1 

Total 2 

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 
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Tabel 2.3 
Komposisi Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang  

Tenaga Harian Lepas 
 

No Tenaga Harian Lepas Total 

1 Administrasi 12 

2 Office Boy 14 

3 Satuan Pengamanan 32 

Total 58 

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 

 

Dengan memperhatikan data yang disajikan di atas dan melihat  

bobot pekerjaan yang demikian besar baik secara teknis maupun tanggung 

jawab kebutuhan akan pegawai tersebut masih dirasakan kurang, terutama 

untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) hal ini mengakibatkan tidak 

semua pekerjaan yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi dapat 

dilakukan oleh pegawai yang ada. Dengan kondisi yang demikian 

pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan baik dari segi 

pendapatan maupun pengeluaran serta pelaksanaan pengelolaan aset 

daerah menjadi hambatan menuju terwujudnya ketenagakerjaan yang 

terkendali, harmonis dinamis dan berkeadilan. 

Untuk menunjang pegawai Dinas Ketenagakerjaan dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu didukung sarana dan 

prasarana yang memadai. Berikut ini disajikan data aset yang dimiliki 

Dinas Ketenagakerjaan : 

Tabel 2.4 

Daftar Aset Dinas Ketenagakerjaan 
 

No Aset SKPD Satuan 
Kondisi 

Nilai Rupiah 
Baik Sdg Rsk 

1 TANAH M2    2.250.000.000 

2 PERALATAN DAN MESIN      

 a Alat-alat Besar      

 b Alat-alat Angkutan 48    2.245.642.813 
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No Aset SKPD Satuan 
Kondisi 

Nilai Rupiah 
Baik Sdg Rsk 

 c Alat-alat Bengkel dan alat 
Ukur 

    1.931.542.641 

 GPS      

 d Alat-alat 
Pertanian/Peternakan 

    5.100.000 

 e Alat-alat Kantor dan Rumah 
Tangga 

    3.076.075.980 

 f Alat-alat Studio dan 
Komunikasi 

    502.313.741 

 g Alat-alat Kedokteran      

 h Alat-alat Laboratorium      

 i Alat-alat Keamanan      

3 GEDUNG DAN BANGUNAN      

 a Bangunan Gedung     14.384.755.181 

 b Bangunan Monumen      

4 JALAN, IRIGASI DAN 
JEMBATAN 

     

 a Jalan dan Jembatan      

 b Bangunan Air/Irigasi      

 c Instalasi      

 d Jaringan      

5 ASET TETAP LAINNYA      

 a Buku Perpustakaan      

 b Barang Bercorak 
Kesenian/Kebudayaan 

     

 Piala      

6 KONSTRUKSI DALAM 
PENGERJAAN 

     

7 ASET LAINNYA      

 a Aset Tak Berwujud (Software)     157.060.000 

 24.552.490.356 

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 

 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 
Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD 

berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD 

adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas 

dan fungsi SKPD, sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas 

Ketenagakerjaan periode sebelumnya. Terdapat 8 indikator kinerja yang 

ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan 2014-2018.

 Berikut capaian masing-masing indikator : 
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1. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari target 7,52% dapat 

terealisasi 7,40%; 

2. Indikator Lowongan Kerja dari target sebanyak 17.312 dapat terealisasi 

sebanyak 17.588; 

3. Indikator Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis 

Kompetensi dari target 63,33% dapat terealisasi 98,46%; 

4. Indikator Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis 

Kewirausahaan dari target 100% dapat terealisasi 100%; 

5. Indikator Tingkat Pengembangan Balai Latihan Kerja Daerah dari target 

100% dapat terealisasi 100%; 

6. Indikator Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan dari target 

76% dapat terealisasi 76,03%; 

7. Indikator Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 

(PB) dari target 58,33% dapat terealisasi 59,05%; 

8. Indikator Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program 

Jamsostek Aktif dari target 62,35% dapat terealisasi 96,81%. 

 

Keberhasilan pencapaian target indikator di atas disebabkan 

beberapa oleh faktor, antara lain: 

1. Komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan; 

2. Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan yang cukup memadai; 

3. Pembagian tugas yang jelas dengan mengoptimalkan sumber daya yang 

dimiliki baik SDM maupun sarana dan prasarana; 

4. Ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peratuan perundangan- 

undangan dalam setiap pelaksanaan tugas maupun pekerjaan. 

Namun demikian masih ditemukan beberapa kelemahan, yang 

diantaranya adalah : 

 



Perubahan Rencana Strategis  

Dinas Ketenagakerjaan  2019-2023  

39  

1. Masih perlu ditingkatkannya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, 

laporan kinerja dan keuangan SKPD; 

2. Belum terpenuhinya pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan; 

3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan barang/jasa pelayanan 

administrasi perkantoran; 

Kelemahan-kelemahan tersebut dipengaruhi oleh salah satunya 

adalah keterbatasan kuota atau alokasi jumlah PNS untuk ditempatkan di 

Dinas Ketenagakerjaan. 
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Tabel 2.5 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan 

Tahun 2019 - 2020 
 

 
 

No 

 
 

Indikator Kinerja 

 

 
Target 
NSPK 

 

 
Target 

IKK 

 
Target 

Indikator 
Lainnya 

 

 
Satuan 

Indikator  

 

Target Renstra Tahun Ke- 
Realisasi Capaian 

Tahun Ke- 
Rasio Capaian Pada 

Tahun Ke- 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

  
 

 % 6,84 6,62 6,39 6,15 5,92 7,13 8,63 95,76 69,64 

1 Jumlah lowongan 
kerja 

   Orang 17.658 18.187 18.733 19.107 19.680 22.804 16.590 129,14 91,22 

2 Pencari kerja 
terdaftar yang 
ditempatkan 

  
 

 % 78,13 79,06 80.00 80.94 81.88 80,60 80,00 103,17 101,18 

 



Perubahan Rencana Strategis  

Dinas Ketenagakerjaan  2019-2023  

41  

Berdasarkan tabel 2.5 terlihat tahun 2019 – 2020, realisasi 

penurunan angka TPT tidak tercapai. Jika mengacu pada trend pencapaian 

tersebut, target TPT pada kisaran angka 7. Sedangkan target TPT 2019 dan 

2020 pada angka 6. Hal ini berarti, semua upaya yang dilakukan perlu 

didukung oleh kebijakan serta dukungan dari seluruh stakeholder. 

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, terlihat bahwa pada 2020 Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kota Tangerang sebesar 8,63 %. Hal 

ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam 

angkatan kerja terdapat sekitar 8 orang yang tidak bekerja atau sedang 

mencari pekerjaan. TPT untuk Kota Tangerang naik menjadi 8,63% dari 

tahun sebelumnya yaitu 7,13 %. 

Dan kenaikan angka TPT pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,63% 

terjadi diakibatkan dampak pandemic covid-19 pada sektor 

ketenagakerjaan, seperti banyaknya perusahaan yang melakukan efisiensi 

dengan melakukan PHK dan merumahkan karyawan.  

 
Pada tahun 2020 terdapat penurunan capaian kinerja dari tahun 

sebelumnya, yaitu untuk indikator Jumlah Lowongan Kerja mengalami 

penurunan dari 129,14% menjadi 91,22%. Begitupula pada  indikator 

Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan juga mengalami penurunan dari 

103,17% menjadi 101,18%. Hal ini disebabkan dampak pandemi covid-19 

pada bidang ketenagakerjaan. Namun, dilihat dari capaian indikator Pencari 

Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan tetap tercapai yaitu sebesar 101,18% 

(lebih 1,18% dari target 100%) 
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Tabel 2.6 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan P elayanan Dinas Ketenagakerjaan 
Tahun 2019 - 2020 

  
Uraian Program/Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- 
Rata-rata Pertumbuhan 

1 2 1 2 1 2 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Program Tata Kelola 
Pemerintahan 

6.108.148.110 5.019.228.950 5.846.181.851 4.618.969.437 95,71 92,02 -18% -21% 

Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

5.428.803.550 4.595.430.450 5.227.409.393 4.280.508.388 96,29 93,15 -15% -18% 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

656.164.560 423.798.500 601.842.458 338.461.049 91,72 79,86 -35% -44% 

Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

23.180.000 0 16.930.000 0 73,04 0 -100% -100% 

Program Pelatihan Kerja dan 
Peningkatan Produktivitas 

2.597.878.670 840.404.300 2.557.652.238 769.579.200 98,45 91,57 -68% -70% 

Kelembagaan Pelatihan 67.258.900 18.647.800 66.858.900 5.654.500 99,40 30,62 -72% -91% 

Pelatihan Kerja 43.536.300 19.060.000 42.936.300 5.250.000 98,62 27,54 -56% -88% 

Sertifikasi Kompetensi dan 
Produktivitas 

332.835.700 31.219.800 327.422.900 31.219.800 98,37 100 -91% -90% 

Pelayanan UPT Latihan 
Kerja 

2.154.247.770 771.655.900 2.120.434.138 727.454.900 98,43 94,27 -64% -66% 

Program Penempatan Tenaga 
Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja 

1.376.374.600 
                  
 

270.008.200 1.370.904.600 263.197.400 99,60 97,48 -80% -81% 

Penempatan Tenaga Kerja 893.014.800 229.222.400 887.544.800 228.661.600 99,39 99,76 -74%  

Perlindungan Tenaga Kerja 89.859.800 17.569.000 89.859.800 11.319.000 100 64,43 -80%  
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Uraian Program/Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan 
Anggaran Tahun ke- 

Rata-rata Pertumbuhan 

1 2 1 2 1 2 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Luar Negeri 

Perluasan Kesempatan Kerja 393.500.000 23.216.800 393.500.000 23.216.800 100 100   

Program Hubungan Industrial 
dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja 

1.057.824.000 286.068.000 1.038.443.200 286.068.000 98,17 100   

Persyaratan Kerja 43.350.000 0 41.850.000 0 96,54 0   

Pengupahan dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja 

953.684.000 286.068.000 935.803.200 
 

286.068.000 98,12 100   

Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial 

60.790.000 0 60.790.000 0 100 0   

 

 

Tabel 2.7 
Anggaran Pendanaan dan Target Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan 

Tahun 2021 - 2023 
 

Uraian 
Program/Kegiatan 

Anggaran pada Tahun ke- Target Kinerja Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran 
Tahun ke- 

Rata-rata Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  16,550,239,962 16,550,239,962 16,550,239,962   100% 100% 100%        

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

  11.144.249.702 11.144.249.702 11.144.249.702   100% 100% 100%        

Administrasi   1.503.081.800 1.503.081.800 1.503.081.800   100% 100% 100%        
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Uraian 
Program/Kegiatan 

Anggaran pada Tahun ke- Target Kinerja Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran 
Tahun ke- 

Rata-rata Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Umum Perangkat 
Daerah 

Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  3.510.758.360 3.510.758.360 3.510.758.360   100% 100% 100%        

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  392.150.100 392.150.100 392.150.100   100% 100% 100%        

PROGRAM 
PERENCANAAN 
TENAGA KERJA 

  10.972.400 10.972.400 10.972.400   100% 100% 100%        

Penyusunan 
Rencana Tenaga 
Kerja (RTK) 

  10.972.400 10.972.400 10.972.400   2 
Dokum

en 

2 
Dokum

en 

2 
Dokum

en 

       

PROGRAM 
PELATIHAN KERJA 
DAN 
PRODUKTIVITAS 
TENAGA  

  2.572.328.900 2.572.328.900 2.572.328.900   47,53
% 

50,00
% 

51,35
% 

       

Pelaksanaan 
Pelatihan 
berdasarkan Unit 
Kompetensi 

  2.203.184.500 2.203.184.500 2.203.184.500   380 
orang 

360 
orang 

370 
orang 

       

Pembinaan 
Lembaga 
Pelatihan Kerja 
Swasta 

  19.364.000 19.364.000 19.364.000   80 LPK 80 LPK 80 LPK        

Pengukuran 
Produktivitas 

  349.780.400 349.780.400 349.780.400   180 
orang 

180 
orang 

190 
orang 
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Uraian 
Program/Kegiatan 

Anggaran pada Tahun ke- Target Kinerja Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran 
Tahun ke- 

Rata-rata Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

PROGRAM 
PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

  1.136.614.950 1.136.614.950 1.136.614.950   80,00
% 

80,94
% 

81,88
% 

       

Pelayanan 
Antarkerja di 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

  1.026.149.950 1.026.149.950 1.026.149.950   12.200 
orang 

12.500 
orang 

12.700 
orang 

       

Pengelolaan 
Informasi Pasar 
Kerja 

  93.008.800 93.008.800 93.008.800   12 
Kegiat

an 

12 
Kegiat

an 

12 
Kegiat

an 

       

Pelindungan PMI 
(Pra dan Purna 
Penempatan) di 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

  17.456.200 17.456.200 17.456.200   30 

orang 

35 

orang 

40 

orang 

       

PROGRAM 
HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

  529.841.200 529.841.200 529.841.200   62,20

% 

63,78

% 

65,36

% 

       

Pengesahan 
Peraturan 
Perusahaan dan 
Pendaftaran 
Perjanjian Kerja 
Bersama untuk 
Perusahaan yang 
hanya Beroperasi 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

  62.174.200 62.174.200 62.174.200   125 
Perusa
haan 

120 
Perusa
haan 

120 
Perusa
haan 

       

Pencegahan dan 
Penyelesaian 
Perselisihan 

  467.667.000 467.667.000 467.667.000   95 95 95        



Perubahan Rencana Strategis  

Dinas Ketenagakerjaan  2019-2023  

46  

Uraian 
Program/Kegiatan 

Anggaran pada Tahun ke- Target Kinerja Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran 
Tahun ke- 

Rata-rata Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Hubungan 
Industrial, Mogok 
Kerja 
dan Penutupan 
Perusahaan di 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

kasus kasus kasus 

Pelaksanaan 
Operasional 
Lembaga 
Kerjasama 
Tripartit Daerah 
Kabupaten/Kota 

  335.720.000 335.720.000 335.720.000   12 
kegiata

n 

12 
kegiata

n 

12 
kegiata

n 

       

      *)Program / Kegiatan sesuai dengan permendagri 90 
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Berdasarkan Tabel 2.7 terlihat bahwa anggaran pendanaan tahun ke-3 

sampai dengan tahun ke-5 pada tiap-tiap program dan kegiatan tidak 

mengalami peningkatan (flat). Sedangkan untuk target kinerja terdapat 

peningkatan pada beberapa program dan kegiatan sebagai berikut : 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

100%,  

b. Program Perencanaan Tenaga Kerja 100% 

c. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, tahun ke-3 

sebesar 47,53%, tahun ke-4 sebesar 50,00%, tahun ke-5 sebesar 

51,53%. 

d. Program Penempatan Tenaga Kerja, tahun ke-3 sebesar 80,00%, tahun 

ke-4 sebesar 80,94%, tahun ke-5 sebesar 81,88%. 

e. Program Hubungan Industrial tahun ke-3 sebesar 62,10%, tahun ke-4 

sebesar 63,78%, tahun ke-5 sebesar 65,36%. 

 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

 

Tantangan ketenagakerjaan di Kota Tangerang antara lain: 

a. Adanya efisiensi jumlah tenaga kerja dan PHK akibat dari persaingan 

usaha, serta dampak pandemi covid-19 terhadap dunia usaha. 

b. Perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan perkembangan 

keahlian tenaga kerja, membutuhkan penyesuaian terhadap sarana dan 

prasarana yang dapat mendukung skill calon pekerja sesuai dengan 

kebutuhan dunia usaha. 

c. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan. 

d. Peningkatan kapasitas dan pelayanan lembaga ketenagakerjaan. 

Sedangkan peluang yang ada antara lain: 

a. Terbukanya kesempatan kerja melalui sektor informal. 

b. Penyerapan tenaga kerja dari kemungkinan peningkatan investasi pasar 

bebas. 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah 

Perencanaan Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 

2019-2023 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan 

keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya,  sehingga 

dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan 

tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima 

tahun pertama Renstra Dinas Ketenagakerjaan telah menghasilkan berbagai 

kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai 

permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara 

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang 

bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pada bagian ini dikemukakan  permasalahan-permasalahan 

pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya 

baik internal yang merupakan kewenangan SKPD maupun eksternal yang di 

luar kewenangan Perangkat Daerah. 

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan 

Ketenagakerjaan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum memadai dengan 

spesifikasi kebutuhan pembangunan dan dunia kerja; 

2. Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi; 

3. Terbatasnya akses dan daya saing tenaga kerja lokal terhadap 

kesempatan kerja; 

4. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja; 

5. Rawan perselisihan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja 
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6. Masih rendahnya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja; 

7. Belum berkualitasnya penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; 

8. Masih lemahnya koordinasi antar instansi dalam rangka 

penyelenggaraan penempatan tenaga kerja; 

9. Masih terbatasnya lapangan kerja formal; 

10. Masih adanya kasus unjuk rasa/mogok kerja; 

11. Terdapatnya perusahaan yang tidak mengikutsertakan perusahaan dan 

pekerjanya dalam program Jamsostek; 

12. Banyaknya kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dicatatkan 

dan harus diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial; 

13. Terdapatnya perusahaan yang melanggar peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan; 

14. Terdapatnya peralatan produksi yang tidak dilaporkan untuk diuji. 

Berikut faktor internal yang mempengaruhi pelayanan SKPD : 
 

1. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelatihan yang belum 

memadai. 

2. Banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang harus 

diselesaikan. 

3. Jumlah mediator yang terbatas. 
 

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pelayanan SKPD 

adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan 

dunia kerja 

2. Masih rendahnya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja 

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebagaimana tabel di atas, 

teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas 

Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu : 
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1. Belum terpenuhinya kemampuan tenaga kerja dan produktivitas 

sesuai dengan kebutuhan 

2. Rendahnya penempatan kerja dan perluas kesempatan kerja 

3. Terjadinya perselisihan hubungan industrial 

 
Pengangguran merupakan isu strategis yang harus dicarikan 

solusinya oleh Pemerintah Kota Tangerang. Tingkat Penangguran Terbuka 

(TPT) Kota Tangerang yang masih tinggi membutuhkan kerjasama dari 

seluruh stakeholder baik pemerintah (Organisasi Perangkat Daerah) 

maupun pihak swata. 

Tabel 3.1 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 
Isu Strategis / Fokus Isu 

Strategis 
Permasalahan 

Permasalahan Pokok Permasalahan Akar Permasalahan 

Isu Strategis : 
Penangguran 
 

1. Ketersediaan lapangan 
kerja yang terbatas dan 
kesempatan berusaha 
yang belum memadai 

 

1. Pengembangan sektor 
ekonomi padat karya belum 
tumbuh secara optimal 

Belum adanya insentif 
usaha padat karya 
 

Fokus Isu Staretegis : 
Perlindungan Tenaga 
Kerja, Perluasan 
Lapangan Kerja dan 
Berusaha, Peningkatan 
Kualitas Tenaga Kerja 
Dampak Resesi dan 
Krisis Ekonomi 
 

2. Kesempatan berusaha 
(wirausaha) belum 
berkembang 

1. Belum adanya insentif 
pengembangan  
wirausaha baru 

  2. Keterbatasan kapasitas 
SDM, modal dan  
pemasaran pelaku 
wirausaha baru 

  3. Edukasi dan 
pendampingan calon  

    wirausaha baru belum     
    maksimal dan  
    berkelanjutan  

2. Kualitas dan produktivitas 
tenaga kerja yang  belum 
memadai 

 

1. Kualitas calon tenaga 
kerja belum sesuai  
dengan yang diharapkan 
para pelaku usaha 

1. Keterbatasan 
skill/kemampuan calon  
tenaga kerja yang ada 

  2. Ketersediaan fasilitas 
ketenagakerjaan  

    belum memadai 

   3. Keterbatasan instruktur 
pelatihan  tenaga kerja 
yang kompeten 

  2. Produktivitas tenagakerja 
belum berdaya saing 

 

1. Keterbatasan 
skill/kemampuan tebaga  
kerja yang ada 

   2. Budaya kerja produktif 
belum tumbuh maksimal 

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023 
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3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

 
Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan 

dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota 

Tangerang tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat 

dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi 

dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tersebut.  

Hasil identifikasi SPKD tentang faktor-faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan 

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi 

input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, 

isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap 

kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan 

faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 

Berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023, visi dan misi 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut : 

Visi :  

Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan 

Berdaya Saing 

Misi 1 : 

1. Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui 

Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 

dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional 

dan Berintegritas. 

2. Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota 

yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; 
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3. Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan 

Berkeadilan. 

Dari ketiga misi Kota Tangerang tersebut di atas, Dinas 

Ketenagakerjaan mengemban tugas melaksanakan misi kesatu, yaitu 

“Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui 

Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan 

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”.  

Dimana penjelasan dari misi kesatu ini adalah bahwa pelaksanaan 

pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh tata 

pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan, didukung dengan 

aparatur yang mengedepankan profesionalisme, kompetensi, kualitas, 

transparansi, objektivitas, dan bebas dari intervensi politik dan korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN). 

 

Adapun tujuan misi kesatu yang terkait dengan tugas dan fungsi 

Dinas Ketenagakerjaan yaitu “Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat”. 

3.3. Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Tahun 2020 - 2023  

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 

2020 – 2024. Pada dasamya arah kebijakan dan strategi Kementerian 

Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah 

kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, 

pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah 

kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka 

mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, 

Adil, dan Berkesinambungan", Adapun arah kebijakan dan strategi 

Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut:  
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Arah Kebijakan 1:  

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran 

program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan 

vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Upaya 

peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilaksanakan 

dengan strategi: 1) meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan 

vokasi; 2) meningkatkan produktivitas pekerja; 3) meningkatkan 

penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri; 4) meningkatkan 

sarana dan prasarana pelatihan; 5) melaksanakan sertifikasi kompetensi 

kerja; 6) meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan; 7) 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja; 8) menyusun standar kompetensi 

kerja nasional indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan 

peningkatan kompetensi tenaga kerja; 9) meningkatkan tata kelola 

manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan 

produktivitas.  

Arah Kebijakan 2:  

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program 

meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. 

Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan dengan 

strategi: 1) meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan 

diberdayakan di dalam negeri; 2) meningkatkan perlindungan dalam 

penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri; 3) meningkatkan 

tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan 

kerja; 4) meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis 5) 

melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayeuian 

perizinan yang transparan dan akuntabel; 6) meningkatkan tata kelola 

manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan 

penempatan dan meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja 
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penempatan tenaga kerja dalam negeri. Arah kebijakan 3: Perlindungan 

Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, 

dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan 

dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan 

penerapan norma ketenagakerjaan. Upaya perlindungan tenaga kerja dan 

pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan diiaksanakan dengan 

strategi: 1) meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan 

norma ketenagakerjaan; meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan 

sosia] tenaga kerja;  meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan 

penghapusan pekerja anak; 4) meningkatkan penerapan norma 

keseiamatan dan kesehatan kerja; meningkatkan kualitas dan pengelolaam 

keseiamatan dan kesehatan kerja; menurunkan tingkat risiko kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja; 7) meningkatkan tata kelola manajemen internal 

dan dukungan teknis lainnya bidang perlindungan tenaga kerja dan 

pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;  

Arah Kebijakan 4:  

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan 

perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan. Upaya 

pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga 

kerja dilaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan kuantitas/kualitas 

kelembagaan hubungan industrial; 2) meningkatkan penerapan kebijakan 

tentang pengupahan serta struktur dan skala upah; 3) meningkatkan 

efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

4) meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha 

melalui pengaturan syarat kerja; 5) meningkatkan program, manfaat, dan 

cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; 6) peningkatan tata 

kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan 

hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.  
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Arah Kebijakan 5:  

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan 

sasaran program meningkatkan kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan 

internal. Upaya peningkatan dukugan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya Kementerian Ketenagakejaan dilakukan dengan cara: 1) 

meningkatkan pelayanan perencanaan untuk mendukung kinerja dan 

akuntabilitas kementerian yang lebih baik. 2) meningkatkan tata kelola 

keuangan kementerian; 3) meningkatkan manajemen organisasi dan 

aparatur; 4) meningkatkan kualitas penyusunan dan penataan perundang-

undangan 5) meningkatkan kepuasan pengguna layanan umum dan 

pengelolaan arsip Kementerian Ketenagakejaan; 6) meningkatkan tindak 

lanjut atas kerja sama luar negeri; 7) meningkatkan kemudahan akses, 

keterbukaan dan pelayanan informasi publik; 8) meningkatkan SDM 

Kementerian Ketenagakerjaan yang kompeten sesuai dengan Rencana 

Pengembangan SDM; 9) meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang 

ketenagakerjaan.  

Arah Kebijakan 6:  

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian 

Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas dan 

akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung good governance di 

lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Upaya pengawasan dan 

peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian ketenagakerjaan 

Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara: 1) mewujudkan 

pengawasan Inspektorat I yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian 

internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas 

aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; mewujudkan 

pengawasan Inspektorat II yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian 

internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas 

aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; mewiyudkaii 



 

 

 

Perubahan Rencana Strategis  

Dinas Ketenagakerjaan  2019-2023 
 

56 
 

pengawasan Inspektorat III yang memberi kemanfaatan melalui 

pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan 

akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; 4) 

mewujudkan pengawasan Inspektorat IV yang memberi kemanfaatan 

melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta 

peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan;  meningkatkan kualitas pelayanan internal dan ekstemal 

Inspektorat Jenderal.  

Arab Kebijakan 7;  

Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, 

dengan sasaran program meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang 

ketenagakerjaan secara elektronik. Perencanaan, penelitian dan 

pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara: 1) 

meningkatkan nilai indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) 

Kementerian Ketenagakerjaan; 2) meningkatkan kualitas perencanaan tena 

kerja; 3) meningkatkan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan; 4) 

menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan terkini; 

5) meningkatkan hasil penelitian, dan kajian serta model yang bermanfaat; 

6) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis 

lainnya bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.  

Mengacu kepada Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian 

Ketenagakerjaan Tahun 2020 – 2024 dapat dikemukakan faktor-faktor yang 

menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Tangerang, sebagai berikut : 

a) Masih lemahnya koordinasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan 

Pengawas Ketenagakerjaan, khususnya yang terkait dengan perusahaan 

yang tidak atau belum menjalankan kewajibanya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Hal ini berdampak pada kurang 

optimalnya pembinaan yang dapat dilakukan oleh Dinas 

Ketenagakerjaan. 
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b) Dukungan sarana dan prasarana untuk menciptakan wirausaha baru 

melalui inkubasi bisnis. 

Sedangkan yang menjadi pendorong terciptanya pelayanan 

ketenagakerjaan di Kota Tangerang, dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran 

program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan 

vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. 

b) Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan 

perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan. 

c) Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program 

meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. 

 

3.4. Telaah Renstra 

Yang menjadi faktor kekuatan sebagai pendorong terhadap kondisi 

yang direncanakan adalah: 

a. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan; 

b. Adanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 

c. Adanya Dewan Pengupahan; 

d. Adanya Lembaga Kerjasama Tripartit; 

e. Adanya UPT Latihan Kerja; 

Sedangkan yang menjadi faktor kelemahan sebagai penghambat terhadap 

kondisi yang direncanakan adalah: 

a. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia; 

b. Kesempatan berwirausaha belum berkembang; 

c. Kualitas angkatan kerja belum sesuai harapan pelaku usaha; 

d. Produktivitas tenaga kerja belum berdaya saing; 

e. Terbatasnya akses tenaga kerja terhadap kesempatan kerja; 

f. Terbatasnya tenaga fungsional mediator; 

g. Masih rendahnya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja; 

h. Masih banyaknya kasus perselisihan hubungan insdustrial yang harus 
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diselesaikan oleh mediator hubungan industrial. 

Tabel 3.2 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD 
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah 
 

 

No 

Misi dan 
Program 

KDH dan 

Wakil KDH 

terpilih 

 
 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

 Misi 1 

Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu 

Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan  Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas 

1 Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Belum optimalnya 

pemenuhan 

kebutuhan barang 

/jasa pelayanan 

adminstrasi 
perkantoran  

Belum adanya standar 

kelayakan barang/jasa 

pelayanan administrasi 

perkantoran 

Ketersediaan anggaran 

untuk pemenuhan 

kebutuhan barang/jasa 

pelayanan adminstrasi 

perkantoran 

2 Program 

Pelatihan Kerja 

dan Peningkatan 

Produktivitas 

Belum optimalnya 

Lembaga 

Pelatihan Kerja 
(LPK) 

Tidak semua LPK 

Terakreditasi 

Memberikan embinaan 

kepada LPK terkait 

dengan sertifikasi dan 
kompetensi 

3 Program 

Penempatan 

Kerja dan 

Perluasan 

Kesempatan 

Kerja 

Belum optimalnya 

perluasan 

kesempatan kerja 

Tidak semua perusahaan 

melaporkan lowongan 

kerja kepada Dinas 

Ketenagakerjaan 

Memberikan lebih 

banyak akses lowongan 

kerja kepada pencari 

kerja melalui pameran 
kesempatan kerja (job 

fair) dan mendirikan 

Bursa Kerja Khusus 

(BKK) 

4 Program 

Hubungan 

Industrial dan 

Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja 

Belum optimalnya 

percepatan 
penyelesaian 

perselisihan 

Hubungan 

Industrial 

Jumlah mediator 

hubungan industrial 
masih sedikit 

Ketersediaan mediator 

melalui diklat 

5 Pelayanan UPT 
Latihan Kerja 

Belum optimalnya 
pemenuhan 

Kebutuhan sarana 

dan prasarana UPT 

Pelatihan Kerja 

Belum adanya standar 
kelayakan pemenuhan 

sarana dan prasarana 

UPT Latihan Kerja 

Ketersediaan anggaran 
untuk pemenuhan 

sarana dan prasarana 

UPT 

 

Berdasarkan tabel di atas, teridentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, baik faktor 

penghambat mau faktor pendorong pelayanan SKPD terhadap 
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pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala 

daerah. 

3.5   Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis. 

3.5.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032, telah menetapkan 

beberapa kawasan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan tenaga 

kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini dapat 

menjawab untuk menurunkan angka Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) 

Kota Tangerang yang masih cukup tinggi. Hal ini membutuhkan koordinasi 

dan sinergitas antara pengelola kawasan dalam memberikan prioritas 

lapangan pekerjaan bagi penduduk yang ada dalam kawasan atau disekitar 

kawasan tersebut. 

Adapun kawasan sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 

2012 sebagai berikut :  

a. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang 

ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 

sumber daya buatan.  

b. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan 

untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang 

diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan 

memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.  

c. Kawasan perkantoran pemerintahan adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi kegiatan kantor administrasi pemerintahan, kantor pelayanan 

umum, dan yang berhubungan dengan tata pemerintahan.  
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d. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan (bentangan lahan) yang 

diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kota yang bersangkutan.  

e. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan 

pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha 

yang terkait di bidang tersebut.  

f. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan 

pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan 

pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman 

tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.  

g. Kawasan pelayanan umum adalah kawasan yang diperuntukan bagi 

fasilitas yang dibutuhkan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, kebudayaan, olahraga, serta fasilitas penunjang kegiatan 

sosial lainnya.  

h. Kawasan penunjang bandar udara adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang 

kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis 

pada penyelenggaraan bandar udara.  

i. Kawasan bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan 

dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat 

udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar 

muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda 

transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang 

lainnya.  

3.5.2  Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
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Terdapat 8 (delapan) indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB) yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja, yang tercakup 

dalam 3 tujuan yaitu :  

Tujuan 1  :  Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk 

Dimanapun  

Tujuan 8 :  Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif 

dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif 

dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk 

Semua  

Tujuan 10  :   Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara.  

 
Gambar 3-1 

Capaian Indikator TPB Dinas Tenaga Kerja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Dari hasil analisis data yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan 

LKPJ Kota Tangerang 2013-2018 diketahui bahwa 8 indikator 

tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Dari 8 

indikator yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja terdapat 3 

indikator TPB atau 37%  yang sudah dilaksanakan dan sudah 

mencapai target TPB. Selain itu dari total 8 indikator yang menjadi 

kewenangan Dinas Tenaga Kerja, terdapat 5 indikator TPB atau 63% 

diantaranya yang terkendala oleh ketersediaan data. Indikator-
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indikator yang merupakan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

 

Tabel 3.3 

Ketercapaian Indikator TPB di Dinas Tenaga Kerja 
 

 

Indikator 
Pelaksanaan di OPD 

 

Permasalahan 
Program Kegiatan 

Indikator TPB sudah dilaksanakan dan target TPB tercapai 

1.3.1 (b) Proporsi peserta 
Program Jaminan 

Sosial Bidang 

Ketenagakerjaan. 

   

8.5.2* Tingkat 

pengangguran 

terbuka berdasarkan 
jenis kelamin dan 

kelompok umur 

   

10.4.1 

(b) 

Proporsi peserta 

Program Jaminan 

Sosial Bidang 

Ketenagakerjaan 

   

Indikator TPB sudah dilaksanakan dan target TPB belum tercapai 

- 

Tidak ada data / Belum dilaksanakan 

8.3.1* Proporsi lapangan 

kerja informal sektor 
nonpertanian, 

berdasarkan jenis 

kelamin 

   

8.3.1.(a) Persentase tenaga 

kerja formal 

Program 

Peningkatan 

Kesempatan Kerja 

Penyusunan 

informasi bursa 

tenaga kerja 

 

8.5.1* Upah rata-rata per 
jam pekerja 

Program 
Perlindungan 

Pengembangan 

Lembaga 

Ketenagakerjaan 

Fasilitasi 
penyelesaian 

prosedur 

penyelesaian 

perselisihan 

hubungan 
industrial 

 

8.5.2.(a) Tingkat setengah 
pengangguran. 

   

8.6.1* Persentase usia muda 
(15- 24 tahun) yang 
sedang tidak sekolah, 
bekerja atau mengikuti 
pelatihan (NEET). 

Program 
Peningkatan Kualitas 
dan Produktivitas 
Tenaga Kerja 

Pendidikan dan 
Pelatihan 
Keterampilan Bagi 
Pencari Kerja 
Berbasis 
Kompetensi 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
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Berikut hasil identifikasi SPKD tentang faktor-faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan 

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 

 

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis 

Berdasarkan potensi, permasalahan dan tantangan sebagaimana 

diuraikan di atas,  maka dapat digambarkan perumusan isu strategis 

ketenagakerjaan sebagai berikut : 

A. Perlindungan Tenaga Kerja 

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin 

hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan 

kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan 

perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja meliputi perlindungan ekomonis yaitu 

dengan mendapatkan pengahasilan yang cukup (minimal sesuai dengan 

upah minimum), adanya perlindungan sosial mencakup jaminan kesehatan, 

jaminan sosial tenaga kerja, adanya kebebasan berserikat dan hak untuk 

berorganisasi, serta perlindungan teknis yaitu adanya bentuk keselamatan 

dan keamanan kerja. 

B. Perluasan Lapangan Kerja dan Berusaha   

Indikator ketenagakerjaan yang bisa digunakan untuk mengetahui 

bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk 

terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, 

dalam kurun waktu tertentu adalah Angka Partisipasi Angkatan Kerja 

(APAK). Secara khusus APAK bisa diartikan sebagai bagian dari penduduk 

usia kerja (15 tahun ke atas) yang mempunyai pekerjaan selama seminggu 

yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena 
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suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka 

yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga 

termasuk dalam kelompok angkatan kerja. 

Sementara itu, penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan 

adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan 

pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh 

penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam 

seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. 

Secara formulasi APAK bisa dihitung melalui rasio antara jumlah 

angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 

yang selama 6 tahun terakhir (2011-2020) bisa dilihat pada Tabel 3.5 

 

Tabel 3.4 
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang 

Tahun 2011–2020 
 

Tahun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK)% 

2011 70.31 

2012 66.74 

2013 67,82 

2014 67.00 

2015 64.68 

2016 67.55 

2017 64,99 

2018 63,67 

2019 65,70 

2020 64,97 
Sumber:Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir 

(2016-2020) nilai Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) 2016 untuk Kota 

Tangerang sebesar 67,55 %. Hal ini mengartikan bahwa selama 6 tahun 

terakhir (2016-2020) secara rata-rata diantara 100 orang yang termasuk ke 

dalam Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) terdapat 67 orang yang 

merupakan Angkatan Kerja. 

Pada Tahun 2020 berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan, 
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APAK untuk Kota Tangerang turun menjadi 64,97 % dari tahun sebelumnya 

65,70 %. Angka tersebut menggambarkan dari 100 orang yang termasuk ke 

dalam Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) pada Tahun 2020 terdapat 

64 orang yang merupakan angkatan kerja. 

Indikator lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak 

bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum 

pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau 

sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan 

karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka 

yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.Indikator ini 

berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan 

kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan 

keberhasilan/kegagalan progam dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun 

ke tahun. 

Secara formulasi, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

dihitung melalui rasio antara jumlah orang yang tidak bekerja atau sedang 

mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja, yang selama Tahun 

2011 – 2016 bisa dilihat pada Tabel 3.5 

 

Tabel 3.5 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang 

Tahun 2011– 2020 

Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)% 

2011 12.89 

2012 8.31 

2013 8.38 

2014 7.81 

2015 8.00 

2016 7.00 

2017 7,16 

2018 7,40 

2019 7,13 

2020 8,63 
                Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.2020 



 

 

 

Perubahan Rencana Strategis  

Dinas Ketenagakerjaan  2019-2023 
 

66 
 

 

 

 

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa pada 2020 Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kota Tangerang sebesar 8,63 % .Hal ini 

mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan 

kerja terdapat sekitar 8 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari 

pekerjaan. Pada tahun 2020 TPT untuk Kota Tangerang naik menjadi 8,63 

% dari tahun sebelumnya yaitu 7,13%. Hal ini dikarenakan dampak 

pandemi covid-19 terhadap dunia usaha. Angka tersebut menggambarkan 

bahwa dari 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja pada tahun 

2020 terdapat sekitar 8 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari 

pekerjaan. Hal ini menunjukkan tingkat pengangguran di Kota Tangerang 

kecil. 

Terlihat bahwa trend TPT Kota Tangerang selama tahun 2011-2020 

mengalami penurunan dan berfluktuasi hal ini menunjukkan perbaikan 

dalam hal iklim ketenagakerjaan. Namun walaupun demikian. masih 

terdapat jumlah pengangguran yang harus disediakan lowongan kerja bagi 

mereka. Dalam kondisi seperti ini, maka perlu adanya pengarahan 

pembangunan yang ramah ketenagakerjaan (employment-growthfriendly), 

pembangunan harus mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan 

yaitu penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak- banyaknya, sehingga 

pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek 

pertumbuhan dapat tercapai. 

 

Tabel 3.6 
Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan 2014-2020 

 

Data 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pencari 

kerja yang 

mendaftar 

 

18.812 

 

19.335 

 

19.232 

 

18.619 

 

16.063 

 

14.982 

 

15.492 

Lowongan 

kerja yang 

tersedia 

 
13.312 

 
13.290 

 
14.312 

 
16.315 

 
17.588 

 

22.804 

 

16.590 
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Data 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pencari 

kerja yang 

ditempatkan 

 

10.903 

 

9.514 

 

11.611 

 

13,740 

 

12.213 

 

12.076 

 

12.393 

 
Tabel 3.7 

Perkiraan TPT Dan Tambahan Kesempatan Kerja Kota Tangerang 
Tahun 2019-2023 

 

No. Jenis Kelompok 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Bekerja 990,373 1,009,616 1,029,904 1,051,294 1,073,845 

2 Pengangguran Terbuka 72,715 71,575 70,303 68,891 67,572 

3 Tingkat Pemgamgguran Terbuka* 6.84% 6.62% 6.39% 6.15% 5.92% 

4 Selisih Penduduk Yang Bekerja 18,252 19,243 20,288 21,390 22,551 

Sumber: BPS 

 

C. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 

Kualitas tenaga kerja yang baik akan berdampak pada peningkatan 

produktivitas, peningkatan kesempatan kerja dan mejurunkan angka 

pengangguran. Jika penangguran berkurang, maka pada akhirnya akan ada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan 

kualitas tenaga kerja di Kota Tangerang, Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Tangerang melakukan berbagai upaya, antara lain : 

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan Balai Latihan Kerja 

(BLK);  

2. Menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung 

tercapainya system ketenagakerjaan yang ideal; 

3. Meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan; 

4. Peningkatan kualitas instruktur pelatihan; 

5. Peningkatan materi pembelajaran, seperti menciptakan kurikulum yang 

dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan persyaratan dunia 

kerja, juga berkualitas. 
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6. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan khususnya dalam pembinaan 

Bursa Kerja Khusus (BKK). 

D. Struktur dan Kualitas Tenaga Keja 

Tabel 3.8 
Pencari Kerja Terdaftar dan Lowongan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 

Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Yang Tersedia  
di Kota Tangerang Tahun 2020 

 

 
No 

 
Tingkat Pendidikan 

 

Pencari Kerja Lowongan Kerja 
 

Laki-laki Perempuan 
 

Jumlah 
 

Laki-laki Perempuan 
 

Jumlah 

1 Tidak Tamat SD - - - - - - 

2 SD 19 36 55 5 9 14 

3 SLTP 146 216 362 51 55 106 

4 SLTA & SMK 7.205 6.110 13.315 5.750 4.569 10.319 

6 Diploma/Sarjana Muda 155 162 317 2.364 2.292 4.656 

7 Sarjana 787 642 1.425 811 684 1.495 

8 Pasca Sarjana (S2) 10 4 14 0 0 0 

Tahun 2020 8.322 7.170 15.492 8.981 7.609 16.590 

Tahun 2019 7.562 7.420 14.982 11.869 10.935 22.804 

Tahun 2018 7.745 8.318 16.063 8.713 8.875 17.588 

Tahun 2017 7.072 7.200 14.281 3.576 3.943 7.646 

Tahun 2016 9.965 9.267 19.232 7.566 8.336 15.902 

Tahun 2015 9.694 9.641 19.335 7.714 6.598 14.312 

Tahun 2014 7.120 6.344 13.464 6.846 6.444 13.290 

Tahun 2013 11.145 10.319 21.464 7.261 6.990 14.251 
Tahun 2012 11.315 10.235 21.550 6.621 6.117 12.738 

Tahun 2011 16.895 14.784 31.679 6.977 7.430 14.407 

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Tahun 2020 

 
 

SDM tenaga kerja di Kota Tangerang dapat dikatakan kompetensinya 

masih kurang memadai. Sebagai gambaran, dari jumlah pencari kerja 

terdaftar, tidak lebih dari 15% tenaga kerja yang memiliki tingkat 

pendidikan perguruan tinggi. Selebihnya jumlah tenaga kerja yang tersedia 

hanya memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat dan SMP/Sederajat. 
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Tabel 3.9 
Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan  

(lapangan usaha) di Kota Tangerang  
Tahun 2019  
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Tabel 3.10 
Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan  

(lapangan usaha) di Kota Tangerang  
Tahun 2020 

 

 
 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 dan 2020 karakteristik 

pekerja di Kota Tangerang sebagian besar bekerja di sektor industri 

pengolahan dan perdagangan. Sektor industri pengolahan merupakan 

sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 256.999 

orang pada tahun 2019 dan  sebanyak 239.709 orang pada tahun 2020, 

sementara sektor pertanian, perburuhan, kehutanan dan perikanan, 

pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang paling sedikit 

menyerap tenaga kerja. 

Gambaran persebaran tenaga kerja menurut sektor pekerjaan 

(lapangan usaha) tersebut mengindikasikan bahwa Kota Tangerang 

mempunyai potensi ketenagakerjaan di bidang perindustrian, perdagangan, 
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dan jasa. Sektor (lapangan usaha) tersebut merupakan ciri khas aktivitas 

perekonomian daerah yang berbentuk kota. Potensi lain yang mungkin 

tidak banyak memberikan kontribusi ketenagakerjaan seperti pertanian, 

perburuhan, kehutanan, dan perikanan dapat dikembangkan melalui 

program padat karya produktif dan kewirausahaan. Dengan demikian, 

sejalan dengan perkembangannya, sektor pekerjaan (lapangan usaha) dapat 

ditingkatkan melalui penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya 

bagi penduduk Kota Tangerang dan pendayagunaan tenaga kerja secara 

optimal. 

Salah satu pendekatan yang sering dilakukan terkait dengan 

ketenagakerjaan adalah optimalisasi kemampuan dan keterampilan 

berdasarkan kebutuhan serta penyesuaian jenis lowongan pekerjaan 

dengan kualifikasi tingkat pendidikan serta keahlian yang dimiliki oleh 

pencari kerja.  

 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan 

ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi 

pengangguran dan kemiskinan, dikarenakan tenaga kerja sebagai motor 

penggerak pembangunan. Aktivitas pembangunan untuk menciptakan 

kesempatan kerja jauh tertinggal dibanding dengan pertambahan angkatan 

kerja dari waktu ke waktu. Pembangunan harus mereposisi paradigmanya 

menjadi berorientasi pada ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan 

kerja yang sebanyak-banyaknya dan pendayagunaan tenaga kerja secara 

optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dan produktivitas. 

 
Tabel 3.11 

Potret Ketenagakejaan Kota Tangerang Agustus 2018 
 

 
No. 

 
Jenis Kelompok 

 
Jumlah 

Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Kelompok Umur 

Dasar Menengah Tinggi Laki-laki Perempuan Muda Produktif Lansia 

1 Penduduk Usia Kerja 1,648,817 37.12% 44.93% 17.95% 51.05% 48.95% 22.20% 71.34% 6.46% 

2 Angkatan Kerja 1,049,823 31.22% 46.67% 22.36% 64.07% 35.93% 14.53% 81.98% 3.49% 

3 Penduduk yang Bekerja 972,121 31.04% 46.67% 23.36% 63.46% 36.54% 11.60% 84.76% 3.65% 

4 Pengangguran Terbuka 77,702 31.30% 52.19% 16.51% 71.64% 28.36% 51.12% 47.22% 1.66% 
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Sumber: BPS, Sakernas-Agustus 2018 

 
Tabel 3.12 

Potret Ketenagakejaan Kota Tangerang Agustus 2019 
 

 
No. 

 
Jenis Kelompok 

 
Jumlah 

Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Kelompok Umur(%) 

Dasar Menengah Tinggi Laki-laki Perempuan Muda Produktif Lansia 

1 Penduduk Usia Kerja 1686520 647934 764549 274037 860639 825881 9,76 86,57 3,66 

2 Angkatan Kerja 1108057 348425 528417 231215 711596 396461 3,70 94,81 1,48 

3 Penduduk yang Bekerja 1029016 335213 474850 218953 656936 372080 2,45 95,95 1,59 

4 Pengangguran Terbuka 79041 13212 53567 12262 54660 24381 20,00 80,00  

Sumber: BPS, Sakernas-Agustus 2019 

 
Tabel 3.13 

Potret Ketenagakejaan Kota Tangerang Agustus 2020 
 

 
No. 

 
Jenis Kelompok 

 
Jumlah 

Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Kelompok Umur 

Dasar Menengah Tinggi Laki-laki Perempuan Muda Produktif Lansia 

1 Penduduk Usia Kerja 1735584 655488 801620 278476 886348 849236 4,74 85,29 4,88 

2 Angkatan Kerja 1127599 344522 552313 230764 716108 411491 3,99 94,29 1,72 

3 Penduduk yang Bekerja 1030255 317863 492169 220223 660322 369933 2,55 95,59 1,85 

4 Pengangguran Terbuka 97344 26659 60144 10541 55786 55786 19,24 80,41 0,35 

Sumber: BPS, Sakernas-Agustus 2020 

 

E. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

 

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk 

antara pelakku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri 

dari pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang sesuai dengan nilai-

nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Hubungan Industrial bertujuan untuk mewujudkan hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di 

perusahaan. 

Sarana hubungan industrial terdiri dari : 1) Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh, 2) Organisasi Pengusaha, 3) Lembaga Kerjasama Bipartit, 4) 

Lembaga Kerjasama Tripartit, 5) Peraturan Perusahaan, 6) Perjanjian Kerja 
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Bersama, 7) Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan dan 8) Lembaga 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, 

federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat 

sebanyak 10 (sepuluh),  dan jumlah perusahaan yang memiliki   SP/SB di 

perusahaan sebanyak 974. 

Lembaga Kerjasama Bipartit atau disingkat LKS Bipartit adalah 

forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari 

pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat di 

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur 

pekerja/buruh. Jumlah LKS Bipartit di Kota Tangerang yang tercatat sa,pai 

dengan tahun 2020 sebanyak 125 lembaga. 

Sedangkan Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) Tripartit merupakan 

forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah 

ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi 

pengusaha, dan serikat pekerja/serikat. Terdapat 1 (satu) kepengurusan 

LKS Tripartit di Kota Tangerang yang disahkan berdasarkan Keputusan 

Walikota Tangerang. 

Dengan demikian, maka hubungan industrial merupakan salah satu 

faktor pendukung yang sangat penting dalam bidang ketenagakerjaan. 

Melalui pembinaan hubungan industrial yang kuat, maka perselisihan kerja 

antara pekerja dan pengusaha dapat dihindari. Hal ini dapat dilihat dari 

penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial (PHI). 

 
Tabel 3.14 

Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial  
Tahun 2020 

 
No 

 
Kasus 

 
Jumlah 
Kasus 

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

Penyelesaian Jumlah 

Anjuran Persetujuan 
Bersama 

Bipartit Proses Selesai 

1 PHK 222 2940 110 48 26 34 154 

2 Kepentingan 7 0 5 2 0 0 7 

3 Hak 3 0 3 0 0 0 3 

4 Serikat 
Pekerja/Seri

0 0 0 0 0 0 0 
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kat Buruh 

Jumlah 232 2940 118 50 26 34 194 

Sumber:Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2020 

 

Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial : 

a. Anjuran   : 118 kasus 

b. Persetujuan Bersama :   50 kasus 

c. Bipartit   :   26 kasus 

Jumlah : 194 kasus 

Kasus perselisihan hubungan industrial yang masih dalam proses 

penyelesaian sebanyak 34 kasus. 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka ditentukan strategi 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pelatihan kerja dan produktivitas 

Untuk meningkatkan pelatihan kerja dan produktivitas dilakukan 

dengan cara sebagai berikut 

a. Mengoptimalkan Lembaga Pelatihan kerja (LPK) dengan cara 

memberikan pembinaan terkait dengan sertifikasi dan kompetensi 

b. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana UPT 

pelatihan kerja 

c. Mengoptimalkan pelatihan kerja berdasarkan analisis kebutuhan 

pelatihan kerja 

 

2. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja 

Untuk meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan  

kerja maka ditentukan strategi sebagai berikut: 

a. Memberikan lebih banyak akses lowongan kerja kepada pencari kerja 

melalui pameran kesempatan kerja (job fair) 

b. Mendirikan bursa kerja khusus.                                                                                                                                                         

3. Meningkatkan hubungan industrial dan jaminan sosial 

Untuk mengoptimalkan percepatan penyelesaian perselisihan hubungan 
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industrial maka ditentukan strategi sebagai berikut: 

a. memperbanyak jumlah mediator hubungan industrial 

b. memberikan sosialisasi kepada perusahaan terkait kesejahteraan 

pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan yang berlaku. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

  
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 

arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan 

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. 

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi 

Dinas Ketenagakerjaan. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan 

kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan 

tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun 

setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang 

akan dicapai dimasa mendatang. 

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas 

Ketenagakerjaan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 

sebagaimana berikut : 

TABEL 4.1 

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 
 

 

No 

 

TUJUAN 

 

SASARAN 

 
INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN 

 

SATUAN 

TARGET KINERJA TUJUAN PADA 

TAHUN KE- 

2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Meningkatkan 

Kesempatan Kerja 

Meningkatkan 
Penciptaan 
Perluasan 

Kesempatan Kerja 
dan Penempatan 
Kerja 

Tingkat 

Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

 

1. Jumlah Lowongan 

Kerja 

 

2. Prosentase 

Pencari Kerja 

Terdaftar yang 

ditempatkan 

% 

 

 

 

Orang 

 

 

% 

7,13 

 

 

 

22.804 

 
 

78,13 

8,63 

 

 

 

16.767 

 
 

79,06 
 

8,24 

 

 

 

16.800 

 

 

80,00 

7,87 

 

 

 

17.800 

 

 

80,94 

7,54 

 

 

 

18.000 

 

 

81,88 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan 
 

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan 

adalah strategi dan kebijakan Dinas Ketenagakerjan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan yang 

selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program 

prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas 

Ketenagakerjaan menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, 

sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan, dan target kinerja 

hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi 

Dinas Ketenagakerjaan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas 

Ketenagakerjaan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas 

Ketenagakerjaan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas 

dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan. 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komperhensif tentang bagaimana Dinas Ketenagakerjaan mencapai tujuan 

dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang 

komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. 

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, 

tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan 

masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya 

upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, 

dan pemanfaatan teknologi informasi. 
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TABEL 5.1 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah  

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 

 

 
VISI 
 

 

:  Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing 

 
MISI 1 

 

:  Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, 

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional  

   dan Berintegritas 

 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Tujuan 1.2 :  

 

Meningkatkan kualitas 

kesejahteraan sosial 

masyarakat Kerja 

Sasaran 1.2.2 :  

 

Meningkatnya 

kesempatan kerja 

Strategi 1.2.2.1 :  

 

Perluasan lapangan kerja,  

kesempatan kerja dan 

berusaha serta 

peningkatan kualitas 

tenaga kerja 

Arah Kebijakan 1.2.2.1.1 :  
 

Memperluas bursa tenaga kerja dan 
wirausaha serta mengembangan 
kelembagaan, pelatihan, serifikasi 
kompetensi, produktivitas, penempatan 

dan perlindungan tenaga kerja 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

SERTA PENDANAAN 

 
Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator 

keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam 

RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk 

setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing 

program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka 

menengah SKPD. 

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, 

merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome 

merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk 

beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di 

atas, maka dalam tahun 2019-2023 Dinas Ketenagakerjaan akan 

melaksanakan 4 program. 

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6.1. 

 

 

 

 

 

 

`
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Tabel 6.1 

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan  
Tahun 2019-2020 

 
 
 
 

Tujuan 

 
 
 

Sasaran 

 
 
 

Kode 

 
 
 

Program & 
Kegiatan 

 
Indikator Kinerja, 
Tujuan, Sasaran 

Program 
(Outcome) dan 

Kegiatan (Output) 

 
Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  
Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah Penang-
gung Jawab 

 
 

Lokasi 
 

Tahun-1 
 

Tahun-2 
 

Tahun-3 
 

Tahun-4 
 

Tahun-5 
Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
Meningkatkan 
kualitas 
kesejahteraan 
sosial 
masyarakat 

Meningkatnya 
kesempatan 
kerja 

2.1.2.7.1 Program 
Perencanaan 
Tenaga Kerja 

Tingkat 
ketersediaan 
perencanaan 
tenaga kerja  

100% 100% 0 100% 0           

   Penyusunan 
Rencana Tenaga 
Kerja (Rtk) 

   0  0           

  2.1.2.7.2 Program 
Pelatihan Kerja 
Dan Peningkatan 
Produktivitas 

Prosentase 
tenaga kerja 
terlatih yang 
bersertifikat 
kompetensi 

50,00% 65,29% 2.557.652.238 20,00% 769.579.200           

   Kelembagaan 
Pelatihan 

Jumlah LPK yang 
memiliki perizinan 

 71 LPK 66.858.900 79 LPK 5.654.500           

   Pelatihan Kerja Jumlah dokumen 
analisa 
kebutuhan tenaga 
kerja 

 1 dokumen 42.936.300 1 dokumen 5.250.000           

   Sertifikasi 
Kompetensi dan 
Produktivitas 

Jumlah tenaga 
kerja yang 
bersertifikasi 

 74 Orang 327.422.900 20 orang 31.219.800           

   Pelayanan UPT 
Latihan Kerja 

Jumlah Pencari 
Kerja yang dilatih 

 360 orang 2.120.434.138 100 orang 727.454.900           

  2.1.2.7.3 Program 
Penempatan 
Tenaga Kerja 
dan Perluasan 
Kesempatan 
Kerja 

Prosentase 
tenaga kerja yang 
ditempatkan 

76% 86,60% 1.370.904.600 80,00% 263.197.400           

   Penempatan 
Tenaga Kerja 

Jumlah pencari 
kerja terdaftar 
yang ditempatkan 

 12.076 
Pencari 
Kerja 

887.544.800 12.393 
pencari kerja 

228.661.600           

   Perlindungan 
Tenaga Kerja 
Luar Negeri 

Jumlah Calon 
Pekerja Migran 
Indonesia/ Calon 
Tenaga Kerja 
Indonesia yang 
terdata 

 98 Orang 89.859.800 22 orang 11.319.000           

   Perluasan 
Kesempatan 
Kerja 

Jumlah peserta 
pelatihan tenaga 
kerja mandiri / 
wirausaha baru 

 325 Orang 393.500.000 64 Orang 23.216.800           

  2.1.2.7.4 Program 
Hubungan 
Industrial dan 

Prosentase 
perselisihan 
hubungan 

58,33% 95,33% 1.038.443.200 83,62% 286.068.000           
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Tujuan 

 
 
 

Sasaran 

 
 
 

Kode 

 
 
 

Program & 
Kegiatan 

 
Indikator Kinerja, 
Tujuan, Sasaran 

Program 
(Outcome) dan 

Kegiatan (Output) 

 
Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  
Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah Penang-
gung Jawab 

 
 

Lokasi 
 

Tahun-1 
 

Tahun-2 
 

Tahun-3 
 

Tahun-4 
 

Tahun-5 
Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

industrial yang 
diselesaikan 

   Persyaratan 
Kerja 

Jumlah 
Perusahaan yang 
telah memilki 
PP/PKB 

 140 
Perusahaan 

41.850.000 202 
perusahaan 

0           

   Pengupahan dan 
Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

Jumlah 
perusahaan yang 
sudah menyusun 
struktur skala 
upah 

 600 
Perusahaan 

935.803.200 612 
perusahaan 

286.068.000           

   Penyelesaian 
Perselisihan 
Hubungan 
Industrial 

Jumlah 
perselisihan 
hubungan 
industrial yang 
diselesaikan 
dengan 
Perjanjian 
Bersama 

 105 Kasus 
PHI 

60.790.000 50 kasus PHI 0           
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Tabel T-C.27. 
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan  

Tahun 2021-2023 
 

 
 
 

Tujuan 

 
 
 

Sasaran 

 
 
 

Kode 

 
 
 

Program & 
Kegiatan 

 
 

Kinerja, Tujuan, 
Sasaran Program 

(Outcome) dan 
Kegiatan (Output) 

Data 
Capaia
n pada 
Tahun 
Awal 

Perenc
anaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  
Unit Kerja  
Perangkat 

Daerah 
Penang-gung 

Jawab 

 
 
 

Lokasi 

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode 
Renstra Perangkat Daerah 

Targ
et 

Rp Targ
et 

Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
Meningkatkan 
kualitas 
kesejahteraan 
sosial 
masyarakat 

Meningkatnya 
kesempatan 
kerja 

2.1.2.7.1 Program 
Perencanaan 
Tenaga Kerja 

Tingkat 
ketersediaan 
perencanaan 
tenaga kerja  

100%     100% 10.972.400 100% 10.972.400 100% 10.972.400 100%    

   Penyusunan 
Rencana Tenaga 
Kerja (RTK) 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Tenaga Kerja 

     100% 10.972.400 100% 10.972.400 100% 10.972.400 100%    

  2.1.2.7.2 Program Pelatihan 
Kerja Dan 
Produktivitas 
Tenaga  

Prosentase 
tenaga kerja 
terlatih yang 
bersertifikat 
kompetensi 

50%     47,37% 2.572.328.900 50,00% 2.572.328.900 51,35% 2.572.328.900 51,53%    

   Pelaksanaan 
Pelatihan 
Berdasarkan Unit 
Kompetensi 

Jumlah pencari 
kerja yang dilatih 

     380 orang 2.203.184.500 360 orang 2.203.184.500 370 orang 2.203.184.500 1540 
orang 

   

   Pembinaan 
Lembaga 
Pelatihan Kerja 
Swasta 

Jumlah LPK yang 
memiliki perizinan 

     79 LPK 19.364.000 80 LPK 19.364.000 80 LPK 19.364.000 80 LPK    

   Pengukuran 
Produktivitas 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah tenaga 
kerja yang 
bersertifikasi 

     180 orang 349.780.400 180 orang 349.780.400 190 orang 349.780.400 570 
orang 

   

  2.1.2.7.3 Program 
Penempatan 
Tenaga Kerja 

Prosentase 
tenaga kerja yang 
ditempatkan 

     80% 1.136.614.950 80,94% 1.136.614.950 81,88% 1.136.614.950 81,88%    

   Pelayanan 
Antarkerja Di 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah pencari 
kerja terdaftar 
yang ditempatkan 

     12.200 
orang 

1.026.149.950 12.500 
orang 

1.026.149.950 12.700 
orang 

1.026.149.950 61.869 
orang 

   

   Pengelolaan 
Informasi Pasar 
Kerja 

Jumlah kegiatan 
Job Fair/Bursa 
Kerja yang 
dilaksanakan 

     12 
kegiatan 

93.008.800 12 
kegiatan 

93.008.800 12 
kegiatan 

93.008.800 36 
kegiatan 

   

   Pelindungan PMI 
(Pra Dan Purna 
Penempatan) Di 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Calon 
Pekerja Migran 
Indonesia/ Calon 
Tenaga Kerja 
Indonesia yang 
terdata 

     30 orang 17.456.200 35 orang 17.456.200 40 orang 17.456.200 225 
orang 
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Tujuan 

 
 
 

Sasaran 

 
 
 

Kode 

 
 
 

Program & 
Kegiatan 

 
 

Kinerja, Tujuan, 
Sasaran Program 

(Outcome) dan 
Kegiatan (Output) 

Data 
Capaia
n pada 
Tahun 
Awal 

Perenc
anaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  
Unit Kerja  
Perangkat 

Daerah 
Penang-gung 

Jawab 

 
 
 

Lokasi 

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode 
Renstra Perangkat Daerah 

Targ
et 

Rp Targ
et 

Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
  2.1.2.7.4 Program 

Hubungan 
Industrial 

Prosentase 
perselisihan 
hubungan 
industrial yang 
diselesaikan 

     62,20% 529.841.200 63,78%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,35% 529.841.200 65,35    
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Tujuan 

 
 
 

Sasaran 

 
 
 

Kode 

 
 
 

Program & 
Kegiatan 

 
 

Kinerja, Tujuan, 
Sasaran Program 

(Outcome) dan 
Kegiatan (Output) 

Data 
Capaia
n pada 
Tahun 
Awal 

Perenc
anaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  
Unit Kerja  
Perangkat 

Daerah 
Penang-gung 

Jawab 

 
 
 

Lokasi 

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode 
Renstra Perangkat Daerah 

Targ
et 

Rp Targ
et 

Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
 

529.841.200 

   Pengesahan 
Peraturan 
Perusahaan Dan 
Pendaftaran 
Perjanjian Kerja 
Bersama Untuk 
Perusahaan Yang 
Hanya Beroperasi 
Dalam 1 (Satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Perusahaan yang 
telah memilki 
PP/PKB 

     202 62.174.200 205 62.174.200 210 62.174.200 210 
perusahaa

n 

   

   Pencegahan Dan 
Penyelesaian 
Perselisihan 
Hubungan 
Industrial, Mogok 
Kerja 
Dan Penutupan 
Perusahaan Di 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
perselisihan 
hubungan 
industrial yang 
diselesaikan 
dengan 
Perjanjian 
Bersama 

     55 467.667.000 60 467.667.000 65 467.667.000 335 
Perjanjian 
Bersama 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG 

KETENAGAKERJAAN 

 

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; 

2) Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang 

berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam 

rancangan awal RPJMD; dan 

3) Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi 

langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal 

RPJMD. 

Berikut indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023. 
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran 
RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 

 

 

NO 

 

RPJMD  

TAHUN 2019-2023 
 

 

RENSTRA  

TAHUN 2019-2023 

 

URAIAN INDIKATOR 
 

 
TARGET KINERJA  

 

URAIAN INDIKATOR 
 

TARGET KINERJA  

TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Meningkatkan 

Kualitas 

Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat 

                 

 Meningkatnya 

Kesempatan Kerja 

        Meningkatkan 

Kesempatan Kerja 

        

  Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

 
% 

 
7.52 

 
7,13 

 
8,63 

 
7,55 

 
6,90 

 
6,45 

Meningkatkan 

Penciptaan 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

dan Penempatan 
Kerja 

        

           Jumlah 

Lowongan Kerja 
Orang 17.312 22.804 16.767 16.800 17.800 18.000 

           Pencari Kerja 

Terdaftar yang 

ditempatkan 

 
% 

 
76,00 

 
80,60 

 
80,00 

 
80,00 

 
80,94 

 
81,88 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Perubahan Rencana Strategis  

Dinas Ketenagakerjaan  2019-2023  

88 
 

 
 

BAB VIII 

PENUTUP 

 
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Tangerang tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas 

Ketenagakerjaan dalam periode tahun 2019-2023 yang disusun mengacu 

pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-

RPJMD) Kota Tangerang 2019-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah 

pelaksanaan berikut ini: 

1. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berkewajiban untuk 

mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 2019-2023 

2. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan 2019-

2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Ketenagakerjaan setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan 

memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 

Tangerang untuk tahun yang sama. 

3. Penguatan peran stakeholder perlu dilakukan untuk mendukung 

pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Ketenagakerjaan 2019- 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Ketenagakerjaan. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat 

dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas 

maupun perusahaan- perusahaan, serta seluruh komponen aparat di 

lingkungan pemerintah Kota Tangerang. 
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4. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan 2019-

2023 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas 

kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. 

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan 

agar pelaksanaan Renstra Dinas Ketenagakerjaan ini dapat berjalan efektif. 

 

 
Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 

serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal 

tersebut. 



TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 7,40 7,13 8,63 7,55 6,90 6,45 6,45

Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau 

sedang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan 

kerja dikali 100%

Jumlah Lowongan Kerja Orang 17.312                                  22.804            16.767            16.800            17.800            18.000            18.000            
Bid. PKK dan 

PTK

Jumlah Lowongan Kerja yang tersedia dalam waktu 

1 tahun

Prosentase Pencari Kerja Terdaftar Yang 

Ditempatkan
% 76 80,60 80,00 80,00 80,94 81,88 80,67

Bid. PKK dan 

PTK

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Orang 12.076            12.393            12.200            12.500            12.700            61.869            

Jumlah pencari kerja terdaftar Orang 14.982            15.492            15.250            15.443            15.510            76.677            

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 17.072.863.236                 15.047.446.038                 16.550.239.962                 16.550.239.962                 16.550.239.962                 81.771.029.160                 

Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung 

administrasi perkantoran
% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat

Jumlah pelayanan jasa pendukung administrasi 

perkantoran yang tersedia
Jenis 7 7 7 7 7 35

Jumlah pelayanan jasa pendukung administrasi 

perkantoran yang seharusnya tersedia
Jenis 7 7 7 7 7 35

Tingkat ketersediaan pelayanan barang 

pendukung administrasi perkantoran
% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat

Jumlah pelayanan barang pendukung administrasi 

perkantoran yang tersedia
Jenis 4 4 4 4 4 20

Jumlah pelayanan barang pendukung administrasi 

perkantoran yang seharusnya tersedia
Jenis 4 4 4 4 4 20

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana 

aparatur perangkat daerah yang memadai
% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang 

tersedia
Jenis 3 3 3 3 3 15

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang 

seharusnya tersedia
Jenis 3 3 3 3 3 15

Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat

Jumlah aparatur perangkat daerah yang mematuhi 

peraturan yang berlaku
Orang 1 1 1 1 1 5

Jumlah aparatur perangkat daerah yang ada 1 Orang 1 1 1 1 1 5

Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur 

perangkat daerah
% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat

Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat 

kapasitasnya
Orang 10 10 0 12 12 44

Jumlah aparatur perangkat daerah yang telah 

mengikuti peningkatan kapasitas SDM
Orang 10 10 0 12 12 44

TAHUN - 4 TAHUN - 5TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3
KONDISI PADA AKHIR PERIODE 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya Kesempatan Kerja

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan 

Tahun 2019-2023

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, 

PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN 

(OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIAN PADA 

TAHUN AWAL 

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT 

PERANGKA

T DAERAH 

PENANGGU

NG JAWAB

LOKAS

I



TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

TAHUN - 4 TAHUN - 5TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3
KONDISI PADA AKHIR PERIODE 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, 

PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN 

(OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIAN PADA 

TAHUN AWAL 

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT 

PERANGKA

T DAERAH 

PENANGGU

NG JAWAB

LOKAS

I

Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan 

perangkat daerah
% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat

Jumlah dokumen pelaporan keuangan perangkat 

daerah yang tersedia
Jenis dokumen 8 8 8 8 8 40

Jumlah dokumen pelaporan keuangan perangkat 

daerah yang seharusnya tersedia
Jenis dokumen 8 8 8 8 8 40

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi kinerja 

pembangunan perangkat daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan 

evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah 

yang tersedia

Jenis dokumen 7 7 7 7 7 47

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan 

evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah 

yang seharusnya tersedia

Jenis dokumen 7 7 7 7 7 47

Tingkat ketersediaan data dan informasi 

pembangunan perangkat daerah
% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat

Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan 

perangkat daerah yang tersedia dan terbaharui 

(termutakhirkan)

Jenis dokumen 1 1 1 1 1 5

Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan 

perangkat daerah yang seharusnya tersedia dan 

terbaharui (termutakhirkan)

Jenis dokumen 1 1 1 1 1 5

Tingkat publikasi data dan informasi 

pembangunan perangkat daerah
% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat

Jumlah kerjasama dengan media massa (lokal, 

nasional) dalam publikasi advertorial informasi 

pembangunan perangkat daerah yang diadakan

Jenis 1 1 1 1 1 5

Jumlah kerjasama dengan media massa (lokal, 

nasional) dalam publikasi advertorial informasi 

pembangunan perangkat daerah yang seharusnya 

diadakan

Jenis 1 1 1 1 1 5

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui 

layanan administrasi keuangan dan pelaporan
% 100 100 11.226.681.385 100 10.428.476.601                 100 11.144.249.702                 100 11.144.249.702                 100 11.144.249.702                 100 55.087.907.092                 Sekretariat

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai Yang Dibayarkan Gajinya Pegawai 44 11.226.681.385,00 44 10.428.476.601,00 43 11.144.249.702                43 11.144.249.702                43 11.144.249.702                129 55.087.907.092                

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD
Banyaknya laporan realisasi keuangan akhir tahun Jenis Dokumen 1 -                                     1 1 1 1 5 -                                         

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Banyaknya laporan realisasi keuangan semesteran Jenis Dokumen 2 -                                     2 2 2 2 10 -                                         

Banyaknya laporan realisasi keuangan Triwulan Jenis Dokumen 4 4 4 4 4 20

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran
Banyaknya laporan prognosis realisasi anggaran Jenis Dokumen 1 -                                     1 1 1 1 5 -                                         

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui 

layanan administrasi kepegawaian daerah
% 100 100 -                                          100 -                                          100 -                                          100 -                                          100 -                                          100 -                                          Sekretariat

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas, khusus dan kerja lapangan 

yang diadakan
Jenis 0 0 -                                              0 -                                         0 -                                         0 -                                         0 -                                         0 -                                         

Administrasi Umum Perangkat Daerah
Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui 

layanan administrasi umum perangkat daerah
% 100 100 1.473.568.900                   100 779.065.950                      100 1.503.081.800                   100 1.503.081.800                   100 1.503.081.800                   100 6.750.535.250                   Sekretariat

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
Jenis 1 1 10.000.000                       1 10.000.000                       1 12.041.300                       1 12.041.300                       1 12.041.300                       5 56.123.900                       

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jenis 1 1 215.520.900                     1 127.686.250                     1 159.748.400                     1 159.748.400                     1 159.748.400                     5 822.452.350                     

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan 

rumah tangga kantor yang disediakan
Jenis 1 1 72.289.000                       1 101.515.100                     1 76.617.700                       1 76.617.700                       1 76.617.700                       5 403.657.200                     



TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

TAHUN - 4 TAHUN - 5TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3
KONDISI PADA AKHIR PERIODE 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, 

PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN 

(OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIAN PADA 

TAHUN AWAL 

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT 

PERANGKA

T DAERAH 

PENANGGU

NG JAWAB

LOKAS

I

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah logistik, makanan dan minuman kantor 

yang disediakan
Jenis 1 1 117.210.500                     1 175.460.000                     1 455.076.600                     1 455.076.600                     1 455.076.600                     5 1.657.900.300                  

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang 

disediakan
Jenis 1 1 144.849.600                     1 122.377.100                     1 149.049.800                     1 149.049.800                     1 149.049.800                     5 714.376.100                     

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan yang disediakan
Jenis 0 0 0 0 0 0 -                                         0 -                                         0 0 906.833.900                     

Jumlah kerjasama dengan media massa (lokal, 

nasional) dalam publikasi advertorial informasi 

pembangunan perangkat daerah yang diadakan

Jenis 1 1 11.345.000                       1 4.480.000                          1 2.580.000                          1 2.580.000                          1 2.580.000                          5 245.287.500                     

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah kegiatan (rapat-rapat, koordinasi, 

konsultasi) ke luar daerah yang diselenggarakan
OH 343 902.353.900                     331 237.547.500                     500 647.968.000                     500 647.968.000                     500 647.968.000                     2174 1.943.904.000                  

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

% 100 0 -                                          100 -                                          100 -                                          100 -                                          100 -                                          100 -                                          Sekretariat

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 

diadakan
Unit 0 0 -                                      0 0 0 -                                          0 -                                          

Pengadaan Mebel Jumlah meubelair yang disediakan Jenis 0 0 -                                      0 0 0 -                                          0 -                                          

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung yang disediakan sarana dan 

prasarananya 
Unit 0 0 -                                      0 0 0 -                                          0

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

% 100 100 3.734.523.493                   100 3.483.149.338                   100 3.510.758.360                   100 3.510.758.360                   100 3.510.758.360                   100 17.749.947.911                 Sekretariat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Jumlah jasa komunikasi, internet, sumber daya air 

dan listrik yang disediakan
Jenis 3 3 562.575.893                     3 642.323.338                     3 660.844.000                     3 660.844.000                     3 660.844.000                     15 3.187.431.231                  

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

disediakan 
Bulan 12 12 3.169.601.000                  12 2.838.865.000                  12 2.847.219.360                  12 2.847.219.360                  12 2.847.219.360                  60 14.550.124.080                

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan Kg 245 2.346.600                          245 1.961.000                          245 2.695.000                          245 2.695.000                          245 2.695.000                          1225 12.392.600                       

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

% 100 100 638.089.458                      100 356.754.149                      100 392.150.100                      100 392.150.100                      100 392.150.100                      100 2.171.293.907                   Sekretariat

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah jasa perbaikan peralatan/perlengkapan 

kantor yang disediakan
Unit 184 267.301.000                     29.252.000                       184 74.773.000                       184 74.773.000                       184 74.773.000                       552 520.872.000                     

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan 

dinas/operasional yang disediakan

Kendaraan (R4, 

R2)

5 unit mobil dan 14 unit 

motor

5 unit mobil 

dan 14 unit 

motor

221.822.307                     

5 unit mobil 

dan 14 unit 

motor

148.756.092                     

5 unit mobil 

dan 14 unit 

motor

177.806.000                     

5 unit mobil 

dan 14 unit 

motor

177.806.000                     

5 unit mobil 

dan 14 unit 

motor

177.806.000                     

15 unit mobil 

dan 42 unit 

motor

903.996.399                     

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 

yang disediakan

Kendaraan (R4, 

R2)

6 unit mobil dan 3 unit 

motor

6 unit mobil 

dan 3 unit 

motor

66.852.151                       

6 unit mobil 

dan 3 unit 

motor

47.750.857                       

6 unit mobil 

dan 3 unit 

motor

73.287.100                       

6 unit mobil 

dan 3 unit 

motor

73.287.100                       

6 unit mobil 

dan 3 unit 

motor

73.287.100                       

18 unit mobil 

dan 9 unit 

motor

334.464.308                     

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor yang dipelihara  sarana dan 

prasarananya
Unit 4 82.114.000                       4 130.995.200                     4 66.284.000                       4 66.284.000                       4 66.284.000                       20 411.961.200                     

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 10.972.400                        10.972.400                        10.972.400                        32.917.200                        

Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga 

Kerja
% 100 10.972.400                       100 10.972.400                       100 10.972.400                       100

Bidang PKK 

dan PTK

Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Dokumen 2 10.972.400                       2 10.972.400                       2 10.972.400                       6 32.917.200                       

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Dokumen 2 10.972.400                        2 10.972.400                        2 10.972.400                        6 32.917.200                        

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja 

Makro
Dokumen 1 7.436.400                          1 7.436.400                          1 7.436.400                          3 32.917.200                        

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja 

Mikro
Dokumen 1 3.536.000                          1 3.536.000                          1 3.536.000                          3 32.917.200                        



TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

TAHUN - 4 TAHUN - 5TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3
KONDISI PADA AKHIR PERIODE 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, 

PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN 

(OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIAN PADA 

TAHUN AWAL 

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT 

PERANGKA

T DAERAH 

PENANGGU

NG JAWAB

LOKAS

I

2.557.652.238                   769.579.200                      2.572.328.900                   2.572.328.900                   2.572.328.900                   0 11.044.218.138                 Bidang Lattas

Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang 

Bersertifikat Kompetensi
% 50 65,29 2.557.652.238                   20,00 769.479.200                      47,35 2.572.328.900                   50,00 2.572.328.900                   51,35 2.572.328.900                   51,35

Jumlah pencari kerja yang bersertifikat orang 74 327.422.900 20 31.219.800 180 349.780.400                     180 349.780.400                     190 349.780.400                     644 1.407.983.900                  

Jumlah pencari kerja yang dilatih orang 360 2.120.434.138 100 727.454.900 380 2.203.184.500                  360 2.203.184.500                  370 2.203.184.500                  1570 9.457.442.538                  

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit 

Kompetensi
Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih 360 2.120.434.138,00 100 727.454.900,00 380 2.203.184.500,00 360 2.203.184.500,00 370 2.203.184.500,00 9.457.442.538                   

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 

Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdaarkan Klaster 

Kompetensi

Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih Orang 360 2.120.434.138 100 727.454.900 380 2.203.184.500                  360 2.153.184.500                  370 2.153.184.500                  1570 9.357.442.538                  

Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah sarana pelatihan kerja yang diadakan Jenis 0 0 -                                         1 50.000.000                       1 50.000.000                       2 100.000.000                     

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah LPK Yang Memiliki Perijinan LPK Swasta 71 66.858.900,00 79 5.654.500,00 80 19.364.000                        80 19.364.000                        80 19.364.000                        80 130.605.400                      

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan LPK yang dilaksanakan Bulan 12 66.858.900,00 12 5.654.500,00 12 19.364.000                       12 19.364.000                       12 19.364.000                       12 130.605.400                      

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah 

Kabupaten/kota
Jumlah Tenaga Kerja Yang Bersertifikasi 74 370.359.200 20 36.469.800 180 349.780.400                      180 349.780.400                      190 349.780.400                      644 1.456.170.200                   

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyelenggaraan Uji Kompetensi Orang 74 370.359.200 20 36.469.800 180 349.780.400                     180 349.780.400                     190 349.780.400                     644 1.456.170.200                  

1.196.615.750                   1.136.614.950                   1.136.614.950                   3.469.845.650                   
Bidang PKK 

dan PTK

Prosentase Tenaga Kerja  Yang Ditempatkan % 76,00 78,13 1.370.904.600 80,00 263.197.400 80,00 1.136.614.950 80,94 1.136.614.950 81,88 1.136.614.950 80,67 5.043.946.850                   

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Orang 12213 12076 12393 12200 12500 12700 61869

Jumlah tenaga kerja yang terdaftar Orang 16063 14982 15492 15250 15443 15510 76677

Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/kota
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Yang 

Ditempatkan
Orang 12076 1.141.064.800                   12393 23.216.800                        12200 1.026.149.950                   12500 1.026.149.950                   12700 1.026.149.950                   61869

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
Jumlah Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi 

Pencari Kerja Yang Dilaksanakan
Kegiatan 40 747.564.800                      -                       -                                          42 108.447.200                      42 108.447.200                      42 108.447.200                      166                 1.072.906.400                   

Perluasan Kesempatan Kerja
Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja 

Mandiri/Wirausaha
Orang 325 393.500.000                      64 23.216.800                        900 917.702.750                      400 917.702.750                      480 917.702.750                      2.169              3.169.825.050                   

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Yang 

Dilaksanakan
Kegiatan 2 139.980.000                      4 228.661.600                      12 93.008.800                        12 93.008.800                        12 93.008.800                        42                    647.668.000                      

Job Fair/ Bursa Kerja Jumlah Penyelenggaraan Job Fair Online Kegiatan 2 139.980.000                     4 228.661.600                     12 93.008.800                       12 93.008.800                       12 93.008.800                       42                    647.668.000                      

Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon 

Tenaga Kerja Indonesia Yang Terdata
Orang 98 89.859.800                        22 11.319.000                        30 17.456.200                        35 17.456.200                        40 17.456.200                        225                 153.547.400                      

Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

Perlindungan PMI Pra dan  Purna Penempatan) di 

Daerah Kota Tangerang
Orang 98 89.859.800 22 11.319.000 30 17.456.200                       35 17.456.200                       40 17.456.200                       225                 153.547.400                     

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA



TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

TAHUN - 4 TAHUN - 5TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3
KONDISI PADA AKHIR PERIODE 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, 

PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN 

(OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIAN PADA 

TAHUN AWAL 

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT 

PERANGKA

T DAERAH 

PENANGGU

NG JAWAB

LOKAS

I

529.841.200                      529.841.200                      529.841.200                      1.589.523.600                   

Prosentase perselisihan hubungan industrial 

yang diselesaikan 
% 58,33 95,33 1.038.443.200                   83,62 286.068.000                      62,20 529.841.200                      63,78 529.841.200                      65,35 529.841.200                      65,35 2.914.034.800                   

Bidang HI 

dan Jamsostek

Jumlah perselisihan  hubungan industrial yang 

diselesaikan melalui perjanjian bersama
Kasus   - 100 50 55 65 70 70

Jumlah perselisihan  hubungan industrial yang 

ditangani
Kasus   - 105 60 88 102 107 107

Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk 

Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB Perusahaan 120 41.850.000                        120 -                                          125 62.174.200                        120 62.174.200                        120 62.174.200                        605

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Bimbingan Teknis Penyusunan PP/PKB Kegiatan 0 41.850.000                        0 -                                          2 21.674.200                           2 21.674.200                           2 21.674.200                           85198406

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

serta Pengupahan

Jumlah Monitoring Perusahaan Monitoring 9 40.500.000                           9 40.500.000                           9 40.500.000                           81000027

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 

Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Yang 

Diselesaikan
Kasus 100 996.593.200,00 194 286.068.000,00 95 467.667.000                      95 467.667.000                      95 467.667.000                      579 2.685.662.200                   

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok 

Kerja dan Penutupan Perusahaan yang 

Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Mekanisme Teknik Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial
Kegiatan 1 455.972.200                      1 32.868.000                        2 127.021.000                     2 127.021.000                     2 127.021.000                     6

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan May Day Kegiatan 1 0 1 1 1 5

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok 

Kerja dan Penutupan Perusahaan yang 

Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan 

Industrial
Kasus 100 100 95 4.926.000                          95 4.926.000                          95 4.926.000                          3 14.778.000                       

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit 

Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan Depeko dan LKS Tripartit Kegiatan 9 540.621.000                      6 253.200.000                     12 335.720.000                     12 335.720.000                     12 335.720.000                     51 1.800.981.000                  

22.039.863.274                 16.366.290.638                 20.799.997.412                 20.799.997.412                 20.799.997.412                 100.773.228.948               

1 Tujuan 1 Indikator Tujuan

1 Sasaran 2 Indikator Sasaran

5 Pogram 13 Indikator Program

13 Kegiatan 13 Indikator Kegiatan

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

JUMLAH


